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BAB I  
PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan 

bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. 

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun 

tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut 

dengan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional  selama 1 

(satu) tahun, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan  prakiraan maju dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun 

sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat.  

Kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, 

kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling 

sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang 

direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-

program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan 

pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD 

pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta 

prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu 

indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai 

perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun 
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berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitu kebijakan, 

program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam 

pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam 

bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi. 

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 menjadi pedoman untuk 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, sebagai dasar 

penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun 2020. RKPD juga 

menjadi pedoman bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menyusun 

RKPD Tahun 2020. Selain itu, RKPD juga akan digunakan sebagai instrumen 

dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 dari sisi proses 

dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, top-down dan 

bottom up, serta partisipatif, dan dilakukan melalui pentahapan yaitu : 1) 

Persiapan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan 

Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan 

Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Selanjutnya, pendekatan politik dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengedepankan 

proses politik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada 

prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan 

rencana harus mengedepankan kepentingan rakyat serta melibatkan anggota 

DPRD Provinsi Jambi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Musrenbang) dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD Provinsi Jambi. 

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 pada 

prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir 

ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan 

ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. 

Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang 
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melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional 

perencana serta seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 

Pedekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan 

prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020. 

Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari 

kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota melalui forum Musrenbang 

Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan 

Musrenbang Provinsi. 

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan Forum 

Konsultasi Publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi 

masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah 

tahun 2020. 

Selanjutnya, berpijak pada perkembangan kondisi ekonomi dalam dan 

luar negeri pada tahun 2018, dan prospek ekonomi 2019, perlu dikaji dengan 

seksama perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri yang 

diperkirakan mungkin terjadi, serta tantangan dan hambatan yang akan 

dihadapi dalam tahun anggaran 2020. Pengkajian tersebut sangat penting 

terutama di dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan pembangunan 

pada umumnya, dan kebijakan APBD pada khususnya pada tahun 2020.  

Untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah, telah 

dijabarkan misi pembangunan jangka menengah secara bertahap, yang 

termuat di dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021, yaitu : 1) 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, 

akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, 

yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 

meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja 

tinggi dan berorientasi melayani masyarakat, 2) Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan 

berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang 

berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki 

tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta 
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adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis, 3) Menjaga 

situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan 

kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi 

dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan 

menerapkan kepastian hukum sehinggasuasana aman, tenteram dan kondusif, 

4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan 

ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, 

teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu 

meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan 

memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan, 5) Meningkatkan 

aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan 

sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu 

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta 

mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses 

energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas 

penduduk antar wilayah, dan 6) Meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap 

kehidupan yang lebih baik.  

Selanjutnya, misi  pembangunan jangka menengah tersebut dijabarkan 

secara rinci dan bertahap ke dalam tema-tema pembangunan pada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Tema RKPD tahun 2020, yaitu 

“Peningkatan daya Saing Sumber Daya Manusia dan Produk Unggulan 

Daerah”. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Tahun 2020 

disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh 

dalam tahun 2018 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 

2019, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang 

diperkirakan terjadi pada tahun 2020. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan di dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 antara lain : 

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 
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tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 

menjadi Undang-undang.  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.   

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–undangan 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.  

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional. 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 

Provinsi. 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata Cara 

Perencanaan, Pengenda;ian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas 

Peraturan Daerah  Nomor 6  Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. 
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1.3 Hubungan Antar Dokumen 

RKPD Provinsi Jambi berhubungan dengan perencanaan 

pembangunan daerah lainnya yang telah tertuang dalam berbagai dokumen 

perencanaan yaitu RTRWP, RPJMD, RKP, dan Renja Perangkat Daerah.  

1. RKPD dan RTRW Provinsi Jambi 

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 juga harus berpedoman pada pola dan 

struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi 

sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang 

berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Jambi. Dalam 

menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang 

agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan 

dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan 

kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan 

kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dari 

pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga bereratan dengan 

topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona 

yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang 

merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga 

bisa disebut sebagai zona konservasi, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota 

Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan 

zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar 

didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai zona 

produksi meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan 

Kabupaten Batanghari. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi 

outlet Provinsi Jambi sehingga bisa dsebut sebagai zona distribusi 

meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

2. RKPD dengan RPJMD Provinsi  Jambi 

Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan 

tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan 
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kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan 

secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, 

kabupaten/kota hingga Provinsi.  

RKPD Tahun 2020 merupakan RKPD Tahun keempat RPJMD Provinsi 

Jambi 2016 – 2021, yang merupakan rencana tahunan dalam rangka 

mencapai tujuan jangka menengah. Pada RKPD Tahun 2020 ini diangkat 

Tema “Peningkatan daya Saing Sumber Daya Manusia dan Produk 

Unggulan Daerah”. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan 

jangka menengah daerah, RKPD Tahun 2020 disusun dengan mengacu 

pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, mencermati keberhasilan 

pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2018 dan perkiraan 

pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2019, serta 

mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan 

terjadi pada tahun 2020. 
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3. RKPD dan RKP  

RKP menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, karena dalam RKP dimuat 

prioritas pembangunan nasional yang harus didukung oleh daerah. 

Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan 

pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

4. RKPD  dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah  

Hubungan dan keterkaitan antar dokumen RKPD dengan Renja 

Perangkat Daerah dijelaskan sebagai berikut : 

1. RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja 

dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program 

prioritas pada  RKPD.  RKPD Provinsi disempurnakan menjadi RKPD 

Provinsi berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja PD Provinsi. 

Verifikasi dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud mengintegrasikan program, 

kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap Renja PD 

Provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada  RKPD 

Provinsi. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu 

disempurnakan, hasil penyempurnaan Renja PD Provinsi 

disampaikan kembali sejak verifikasi dilakukan.  

2. RKPD Provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman 

penyempurnaan Renja PD Provinsi dan akhir RKPD Kabupaten/Kota. 

RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengendalian 

pelaksanaan RKPD Provinsi mencakup prioritas dan sasaran 

pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah, serta pagu indikatif. Pengendalian dilakukan melalui 

pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi. Pemantauan 

dan supervisi harus dapat menjamin prioritas dan sasaran 

pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD 

dijadikan pedoman penyusunan KUA, PPAS dan APBD Provinsi. Hasil 
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pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan 

daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu 

indikatif telah disusun kedalam KUA, PPAS dan APBD Provinsi. 

3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan  RKPD yang sudah dibahas 

dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Renja PD. 

1.4 Maksud dan Tujuan 

RKPD Provinsi Jambi tahun 2020 merupakan penjabaran dari 

pelaksanaan  RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021. Untuk menyusun  

RKPD Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

memuat prioritas pembangunan Perangkat Daerah (PD) Provinsi, lintas 

Provinsi Jambi dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk (i) 

kerangka regulasi dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi APBD, dimana kebijakan 

APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Untuk itu, penyusunan RKPD Provinsi Jambi 

Tahun 2020 dimaksudkan untuk: 

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020; serta 

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas 

pembangunan daerah tahun 2020. 

Adapun tujuannya adalah untuk : 

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020; 

2. Menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 

sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020; 

3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2020 bagi Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jambi karena memuat seluruh kebijakan publik; 

4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
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1.5 Sistematika Dokumen RKPD 

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana 

pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen serta maksud 

dan tujuan penyusunan dokuemn RKPD, yang meliputi : 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

1.4. Maksud dan Tujuan 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil 

evaluasi RKPD, serta permasalahan pembangunan daerah, yang 

memuat : 

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai 

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 

2.3. Permasalahan Pembangunan 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2018 dan 

perkiraan tahun berjalan (Tahun 2019) yang antara lain mencakup 

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai 

pembangunan daerah Tahun 2020, yang memuat : 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
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BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah Tahun 2020 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil 

evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan target yang 

direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2019, sehingga dapat 

digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu 

strategis dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah 

dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2020, yang antara lain 

memuat : 

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah 

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 

Bab ini mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan 

kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan 

menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun 

RKPD 

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Dalam bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program 

dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi 

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian 

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.  

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memberi panduan 

dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VIII PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD 

Tahun 2020. 
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BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2 2 

2.1 Kondisi Umum Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi  

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

 Luas dan Batas Wilayah 

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km2 yang terbagi atas luas 

daratan 48.989,98 Km2 dan luas lautan 4.445,94 Km2 serta dengan panjang garis 

pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di 

Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km2 atau sebesar 15,31 % dari total luas 

wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun 

masing-masing sebesar 6.205 km2 dan 5.948 km2.  

Tabel 2-1  
Luas Wilayah Provinsi Jambi 

No Kabupaten/Kota  Luas (Km2) 

1 Kerinci 3.334,99 
2 Merangin 7.508,23 
3 Sarolangun 5.948,73 
4 Bungo 4.673,16 
5 Tebo 6.205,81 
6 Batanghari 5.536,86 
7 Muaro Jambi 5.321,67 

8 Tanjung Jabung Barat 
Darat 4.990,95 
Laut 384,21 

9 Tanjung Jabung Timur 
Darat 4.943.36 
Laut 4.061,73 

10 Kota Sungai Penuh 353,76 
11 Kota Jambi 172,26 

Jumlah daratan 48.989,98 
Jumlah lautan 4.445,94 
Total 53.435,92 

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013 
 

 
 
  



 

2-2 | H a l a m a n   Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
 Provinsi Jambi Tahun 2019 

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi 

Jambi tahun 2018 sebanyak 141 kecamatan dan 1.399 desa dan 163 kelurahan, 

dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang 

mencapai 24 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di 

Kabupaten Kerinci mencapai 285 desa dan 2 kelurahan. Batas-batas Wilayah 

Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 

- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan 

- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu 

- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 

 
Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi  

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013 - 2033  
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 Letak dan Kondisi Geografis 

 
Secara geografis Provinsi 

Jambi terletak diantara 0º 74’– 20 

46,16’ Lintang Selatan dan 1010 12’ – 

1040 44’ Bujur Timur. Provinsi Jambi 

terletak pada Bagian Tengah Pulau 

Sumatera, berhadapan dengan Selat 

Karimata dan Selat Berhala serta 

berada pada Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi 

Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi 

provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan 

pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth 

Triangle).  

a. Topografi 

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari 

ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke 

arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan 

kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu 

dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional 

Kerinci Seblat. 
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Tabel 2-2  
Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi 

Topografi/ 
Ketinggian 

(m/dpl) 

Luas Wilayah/ 
Kabupaten 

Ha % 
1 2 3 4 

Dataran Rendah  
(0 – 100 ) 

3.431.165 67 

Kota Jambi, Tanjung Jabung 
Barat, Tanjung Jabung Timur, 
Muaro Jambi, Merangin, 
Batang Hari 

Dataran sedang 
(100 – 500) 

903.180 17 

Sebagian Sarolangun, Tebo, 
sebagian Batang Hari, Kota 
Sungai Penuh, Merangin, 
sebagian Tanjung Jabung 
Barat, 

Dataran Tinggi  
(> 500) 

765.655 16 

Kerinci, Kota Sungai Penuh, 
sebagian Merangin, sebagian 
Sarolangun dan sebagian 
Bungo 

Jumlah  5.100.000 100  
Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013 
 
Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi 

ketinggian yaitu (RTRWP Jambi 2013-2033, 2013):  

- Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai 

tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten 

Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan 

Kabupaten Merangin; 

- Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah 

tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta 

sebagian Kabupaten Batanghari; dan 

- Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah 

pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta 

sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan 

Kabupaten Merangin. 
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Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan 

rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang 

melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan 

orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah 

sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. 

Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang 

kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan 

kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan 

perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang 

berbukit-bukit. 

Secara geomorfologi wilayah Jambi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

satuan morfologi yaitu: 

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan 

laut (dpl), mempunyai kelerengan antara (200-400), kawasan ini terletak di 

bagian barat Jambi yang membujur barat laut-tenggara, dengan puncak 

tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Sebagian besar termasuk wilayah 

Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin. 

- Perbukitan bergelombang, ketinggian antara (50-500) meter dengan 

kemiringan lereng (100 - 200) wilayah ini terletak di bagian tengah Jambi yang 

sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, 

Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. 

- Dataran Ketinggian antara (0-50) meter dengan kelerengan antara (00-100) 

wilayah ini terletak di bagian timur Jambi yang sebagian besar merupakan 

wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini 

masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – 

tenggara merupakan dataran pantai. 

b. Geologi 

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan 

permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan 

terobosan.  
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a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan Alluvium, 

Endapan Rawa dan Endapan Undak. Endapan ini terdiri dari komponen 

batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan 

lempung yang menandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, Resen. 

b. Batuan Sedimen, berumur Permo-Karbon hingga Pliosen dengan formasi 

batuan dari umur tua ke muda adalah sebagai berikut : 

- Formasi Mentulu (Permo-Karbon) 

- Formasi Mengkarang (Perem) 

- Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura) 

- Formasi Telangakar (Oligo Miosen) 

- Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen) 

- Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen) 

- Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen) 

- Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen) 

Formasi ini terdiri dari batupasir, batulempung, dengan sisipan batubara, 

batulanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batupasir tufan, batupasir gampingan, 

batugamping, konglomerat polemik dan breksi.  

c. Batuan malihan, terbagi atas Formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota 

Condong. Formasi Mentulu, dan Formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; 

terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir 

meta. 

d. Batuan Gunung Api, berumur Perem hingga Kuarter. Satuan batuan ini terdiri 

dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava 

bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal. 

e. Batuan Terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo 

Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, 

diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horenblenda dan sienit. 

 

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak 

Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini 

terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Jambi 
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merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. 

Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama 

tersebut. Struktur lipatan dan kekar pun banyak dijumpai. Struktur lipatan 

terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo serta 

Batanghari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada. 

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu : 

Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar 

Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama 

adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan 

Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari Sesar 

Besar Sumatera. 

 

c. Hidrologi 

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya 

berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan 

Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. 

Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh 

pada musim hujan dan kemarau. 

Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya 

pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan 

fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh 

pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai 

Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani. 

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui 

oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di 

Provinsi Jambi berada dalam DAS Batanghari yang mencakup 6 sub DAS 

didalamnya yaitu :  

a. Sub DAS Batanghari Hulu 

b. Sub DAS Batang Merangin Tembesi 

c. Sub DAS Batang Tabir 

d. Sub DAS Batang Bungo 
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e. Sub DAS Batang Tebo 

f. Sub DAS Batanghari Hilir 

Disamping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya 

tidak terlalu besar yaitu : 

a. DAS Betara Pengabuan mencakup 7 Sub Das didalamnya 

b. DAS Mendahara mencakup 9 Sub Das didalamnya 

c. DAS Air Hitam Laut mencakup 4 Sub Das didalamnya. 

 

Terdapat 15 danau yang terdaftar di Provinsi Jambi, yaitu Danau Kerinci, Danau 

Gunung Tujuh, Danau Belibis, Danau Lingkat, Danau Duo, Danau Sipin, Danau 

Kenali, Danau Teluk, Danau Biaro, Danau Baru, Danau Sarang Burung, Danau 

Sepati Empat, Danau Kecil dan Danau Pauh. 

Selain itu, terdapat juga beberapa Rawa Pasang Surut yang ada di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan 

Kabupaten Batanghari. Ada juga terdapat Rawa Non Pasang Surut yang berada di 

beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. 
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Tabel 2-3  
Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

Kabupaten/ 

Kota 

Nama Sungai Luas 

Daerah 

Pengaliran 

Debit Max 

(m3/dtk) 

Debit Min 

(m3/dtk) 

 

Kerinci Batang Merao 187,50 245,00 5,11 

Merangin Batang Merangin 3.645,00 2.300,00 26,07 

Sarolangun Batang 

Sarolangun 

1.258,00 - - 

Batang Hari Batang Hari 35.984,38 8.484,00 202,00 

Muaro Jambi Batang Hari 38.704,00 8.363,00 515,00 

Tanjab Barat Batang 

Pengabuhan 

Merlung 

4.300,00 57,11 2,50 

Tebo Batang Tebo 1.831,60 742,00 20,60 

Bungo Batang Bungo 410,60 177,20 6,54 

Kota Jambi Batang hari 42.142,00 12.059,00 - 

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013 
 

d. Klimatologi 

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal 

dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman 

hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim 

seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, 

pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam 

daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.  

Berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2018, Provinsi Jambi memiliki 

karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah 

yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan mencapai 2.398,7 mm, sedangkan 

jumlah penyinaran matahari 3,8 jam per hari dengan kelembaban udara rata-rata 

sebesar 83,3%. Suhu udara rata-rata mencapai 25,6 derajat Celsius. 
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Tabel 2-4  
Karakteristik Suhu Udara dan Kelembapan Menurut Bulan di Provinsi Jambi 

Tahun 2017 

Uraian 

Stasiun 
Provinsi 

Jambi 
Depati 
Parbo 

Kerinci 

Sultan 
Thaha Jambi 

Klimatologi 
Jambi 

Suhu (0C)     
Maksimum 28,9 34,1 33,0 32,0 
Minimum 18,6 22,0 22,7 21,1 
Rata-rata 22,9 27,0 26,9 25,6 
     
Kelembaban Udara (%)     
Maksimum 94,4 99,5 98,0 97,3 
Minimum 50,8 53,8 54,0 52,8 
Rata-rata 80,8 83,8 85,3 83,3 
     
Tekanan Udara (mb)  1.014,5 1.007,8 1.011,1 1.011,1 
     
Kecepatan Angin (knot) 5,7 5,7 5,7 5,7 
     
Jumlah Curah Hujan (mm) 1.807,7 2.387,0 3.001,6 2.398,7 
     
Penyinaran Matahari 
(jam/hari) 

3,7 4,3 3,5 3,8 

Sumber : Jambi Dalam Angka, 2018 
 

 Penggunaan Lahan 

Tabel 2-5  
Luas Penutupan Lahan di Provinsi Jambi 

No Jenis Penggunaan Luas (Ha) Persentase 

1 Lahan Permukiman  46.607,13  0,95 
2 Sawah  128,116,22  2,61 
3 Tegalan/Ladang  299.937,92  6,12 
4 Perkebunan Campuran  788.125,35  16,1 
5 Perkebunan Lain  687.567,25  14 
6 Kebun Sawit  770.867,78  15,7 
7 Rawa  35.380,89  0,72 
8 Bandara 114,41 0,002 
9 Semak/Belukar  524.381,99 10,7 

10 Mangrove 10.534,27 0,21 

11 Hutan  1.539.629,30  31,4 
12 Lain-lain 68.715,49 1,4 

  Jumlah 4,899,978,00 100 

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, 2013 
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Berdasarkan RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, selain kawasan hutan yang 

mencapai porsi 30 persen, penggunaan lahan Provinsi Jambi berdasarkan hasil 

perhitungan citra pada tahun 2011 masih didominasi oleh lahan perkebunan 

dengan kontribusi sebesar 16,1 persen, sedangkan untuk perkebunan sawit 

menempati 15 persen dari total luas penggunan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.5 di atas. 

 

 
Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, 2013 

 
Gambar 2-2 Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 

1993 – 2009 
 

Untuk luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan 

fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional dimana 

terdapat 4 (empat) Taman Nasional di Provinsi Jambi yang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis 

Nasional. Rincian luas kawasan Hutan dapat dilihat pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2-6  
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Fungsi Tahun 2010 

No Jenis Hutan Luas Lahan 
(Hektar) 

1 Cagar Alam 4.990 
2 Hutan Lindung 112.722 
3 Hutan Lindung Gambut 60.810 
4 Hutan Produksi Tetap 1.006.266 
5 Hutan Produksi Terbatas 264.034 
6 Taman Hutan Rakyat 33.943 
7 Taman Nasional 657.120 
8 Taman Wisata Alam 417 

 Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033 
 

 Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 

sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan 

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang 

berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut 

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan 

Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi 

meliputi:  

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, 

Bengkulu dan Sumatera Selatan) 

- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) 

- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)  

- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)  

 

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap 

ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya 
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alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih 

didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:  

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya 

- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh 

- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat 

dan Tanjab Timur 

- Kawasan strategis Bangko – Sarolangun  

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan 

budaya adalah :  

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan 

Kota Jambi 

- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.  

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan 

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.  

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya 

didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan 

hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya 

yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan 

Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan 

Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan 

Lindung Gambut 60.810 Ha. 

 

 Wilayah Rawan Bencana 

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai 

daerah rawan bencana yaitu : 

A. Bencana geologi 

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten 

Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan 
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gunung berapi. Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-

penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu: 

1. Daerah Bahaya 

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung 

ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan 

panas letusan, bom volkanik yang membara (rnematikan). Jika kegiatan 

gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. 

Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan 

jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada 

lembah-lernbah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut. 

2. Daerah Waspada 

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng 

gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan 

tertimpa lapili (kerikil volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung 

terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang 

lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran 

dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan 

pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-

lembah tersebut. 

B. Bencana banjir  

Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten 

lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. 

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api 

akibat dari kebakaran lahan. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya 

pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan 

baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta. Kebakaran hutan dan 

lahan yang menimbulkan asap di seluruh Kabupaten dan Kota dalam Provinsi 

Jambi terutama terdapat pada lahan-lahan gambut (dangkal dan dalam) 

masyarakat dan perusahaan. Lahan gambut yang terbakar atau sengaja dibakar 

tersebut terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.  
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Sumber RTRWP Jambi Tahun 2013-2033 

Gambar 2-3 Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi 
 
2.1.2  Aspek Demografi 

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2017 adalah sebanyak 3.515.017 

jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 70,08 jiwa/km2. Tingkat 

kepadatan tertinggi terdapat di Kota Jambi sebesar 2.877,34 jiwa/km2, sementara 

kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 39,81 

jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi dari Tahun 2016-2017 

rata-rata adalah sebesar 1,62 persen per tahun.  
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Tabel 2-7  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 

2013-2017 

No Kabupaten / Kota 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Kerinci 236,762 234,003 234,882 235.800 236.782 

2 Merangin 358,530 360,187 366,315 372.200 377.905 

3 Sarolangun 267,549 272,203 278,222 284.200 290.231 

4 Batang Hari 258,016 257,201 260,631 263.900 266.971 

5 Muaro Jambi 376,619 388,323 399,157 410.340 421.179 

6 Tanjab Timur 212,218 212,084 213,670 215.320 216.777 

7 Tanjab Barat 301,469 304,899 310,914 316.810 322.527 

8 Tebo 321,641 324,919 330,962 337.020 343.003 

9 Bungo 329,934 336,320 344,100 351.880 359.590 

10 Kota Jambi 569,331 568,062 576,067 583.490 591.134 

11 Sungai Penuh 84,965 86,220 87,132 87,970 88.918 

Provinsi Jambi 3,317,034 3,344,421 3,402,052 3.458.930 3.515.017 

Sumber: BPS, 2018 
 

Tabel 2-8  
Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota  

Tahun 2017 

No Kabupaten/Kota 

Luas 

Daerah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

1 Kerinci 3,355,27 236.782 70.57 

2 Merangin 7,679,00 377.905 49,21 

3 Sarolangun 6,184,00 290.231 46,93 

4 Batang Hari 5,804,00 266.971 46,00 

5 Muaro Jambi 5,326,00 421.179 79,08 

6 Tanjab Timur 5,445,00 216.777 39,81 

7 Tanjab Barat 4,649,85 322.527 69,36 

8 Tebo 6,461,00 343.003 53,09 

9 Bungo 4,659,00 359.590 77,18 

10 Kota Jambi 205,43 591.134 2,877,34 

11 Sungai Penuh 391,50 88.918 227,12 

Jumlah 50.160.05 3.515.017 70,08 
Sumber: BPS, 2018 
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Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase 

distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 

51,75 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung 

Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48,25 persen untuk wilayah 

barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo). 

Penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin per kabupaten/kota 

tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2-4, dimana penduduk laki-laki lebih 

banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali di Kabupaten Kerinci dan 

Kota Sungai Penuh. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya hal ini 

adalah faktor migrasi, dimana penduduk laki-laki di kabupaten/kota tersebut 

banyak merantau keluar daerah untuk bekerja dan sebagian melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 

 
Sumber: Jambi Dalam Angka Tahun 2017, BPS, 2018 

Gambar 2-4 Perbandingan Penduduk Laki-laki dengan perempuan per 
kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi 

 
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

 Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan 

ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

Laki-laki

Perempuan



 

2-18 | H a l a m a n   Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
 Provinsi Jambi Tahun 2019 

Jambi pada periode waktu tahun 2014-2018 mengalami penurunan cukup 

signifikan pada tahun 2015, namun kembali meningkat hingga tahun 2018. Bila 

dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 

2014 yakni 7,93 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 

sebesar 4.21 persen. Pertumbuhan terendah yang dicapai selama kurun waktu 

2014-2018 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Selain dikarenakan oleh 

faktor eksternal (kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia 

yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia) juga 

disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang 

berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Kondisi ini menyebabkan hasil 

sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan drastis.  

  

 

Sumber: Data diolah. BPS, 2019  

Gambar 2-5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2014-
2018 

 

Pada tahun 2018, perekonomian Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,71 

persen, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,64 persen. 

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecualai jsa keuangan 

dan asuransi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan 

komunikasi sebesar 7,74 persen, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 

6,86 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,69 persen. 

7.93

4.21 4.37 4.64 4.715.02

4.79 5.02 5.07 5.17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016 2017 2018

Prov. Jambi Nasional



 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2-19 | H a l a m a n  
Provinsi Jambi Tahun 2020 

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jambi tahun 2018, pertambangan dan penggalian memiliki sumber pertumbuhan 

tertinggi sebesar 1,62 persen, diikuti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan sebesar 0,67 persen, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor sebesar 0,59 persen. Struktur perekonomian Provinsi 

Jambi menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha 

utama yaitu, pertanian, kehutanan, dan perikanan (27,57 persen), pertambangan 

dan penggalian (20,17 persen), dan perdagangan (11,77 persen). 

Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi, selama periode 2013-2018, PDRB 

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

Provinsi Jambi pada periode yang sama juga mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB 

ADHK dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2-9  
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi  

Tahun 2013 – 2018 (Juta Rupiah) 

Tahun  PDRB ADHB (Rp.Jt) PDRB ADHK (Rp.Jt) 

2013  129.976.040   111.766.131  

2014  144.814.418   119.991.445  

2015  155.065.655   125.037.398  

2016  171.654.184   130.501.132  

2017  191.098.712   136.556.706  

2018 208.378.600 142.995.300 

 

 
 Sumber: BPS, data diolah, 2019 

 
Gambar 2-6 PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Rp. Juta) Provinsi Jambi 

Tahun 2013 – 2018 
 

Meskipun PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Jambi terus meningkat, namun 

pada tahun 2018, PDRB Provinsi Jambi hanya memberi kontribusi 6,44 persen 

terhadap PDRB Sumatera. Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi 

PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir, maka sektor pertanian masih 

memberi kontribusi terbesar. Sektor pertanian sangat potensial untuk menjadi 

sektor yang memimpin (leading sector) karena potensinya sebagai motor 

penggerak pertumbuhan output dan nilai tambah sektor ekonomi lainnya. 

Semakin besar ketergantungan sektor lain kepada sektor pertanian maka 
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semakin besar potensi sektor pertanian sebagai leading sector. Sementara, sektor 

pertambangan menempati urutan kedua memberi kontribusi t e r b e s a r  

terhadap PDRB pada tahun 2014-2018.  

Tabel 2-10  
Distribusi PDRB Provinsi Jambi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Berlaku Tahun 2013-2018 (%) 
 

Lapangan Usaha 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

26,22 28,24 29,80 29,41 27,57 

Pertambangan dan 
Penggalian 

24,48 19,01 16,60 17,66 20,17 

Industri Pengolahan 10,94 11,05 10,48 10,28 9,97 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan 
Limbah 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Konstruksi 7,10 7,23 7,03 6,96 7,07 

Perdagangan Besar dan Deceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

9,78 11,12 12,16 12,12 11,77 

Transportasi dan 
Pergudangan 

2,95 3,17 3,35 3,26 3,19 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

1,10 1,15 1,18 1,20 1,19 

Informasi dan Komunikasi 3,07 3,47 3,76 3,87 3,79 

Jasa Keuangan dan Asuransi 2,45 2,43 2,53 2,45 2,32 
Real Estate 1,45 1,56 1,59 1,55 1,55 

Jasa Perusahaan 1,09 1,16 1,21 1,20 1,19 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jamsos Wajib 

4,16 4,88 4,71 4,48 4,60 

Jasa Pendidikan 3,12 3,30 3,34 3,30 3,35 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

1,02 1,08 1,10 1,09 1,11 

Jasa lainnya 0,89 0,96 0,97 0,96 0,96 

Sumber: BPS, 2019 

  

Pada tahun 2014, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 

menempati urutan ketiga, dan pada tahun 2015-2016 sektor ini menempati 

urutan keempat setelah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor. Pada tahun 2018, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap 

PDRB sebesar 9,97 persen,  t e r u s  menurun dibanding tahun-tahun 

sebelumnya yang selalu diatas 10 persen.  
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 Inflasi 

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus 

kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi dari tahun 2014-

2018 cenderung fluktuatif dengan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 

2014 yaitu sebesar 8,74 persen (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai indikator pemicu inflasi, baik yang bersifat eksternal maupun 

internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada 

tahun 2013-2014, tingkat inflasi Provinsi Jambi cukup tinggi dengan nilai 

masing-masing yaitu sebesar 8,72 persen, n a mun  pada tahun 2015 turun 

signifikan menjadi 1,37 akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan 

bencana asap dan cenderung terjaga hingga tahun 2018. Terkait hal ini, inflasi 

perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli 

masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan 

harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga juga mengindikasikan adanya kelesuan 

ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak 

keatas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu 

rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat 

yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.  

  
Sumber: BPS, 2019 

Gambar 2-7 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018 
  
2.1.2.1.3. PDRB Perkapita 

PDRB perkapita Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir atau periode tahun 

2013-2017 menunjukkan kenaikkan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, PDRB 
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perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jambi sebesar Rp34,01 juta 

meningkat menjadi sebesar Rp38,85 juta pada tahun 2017. Dengan rata-rata laju 

pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir atau 

periode tahun 2013-2017 sebesar 3,15 persen per tahun.  

Sementara itu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku juga 

menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar Rp39,55 juta 

meningkat menjadi Rp54,34 juta, dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun 

sebesar 7,72 persen. Bila dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat 

maka kenaikan PDRB perkapita ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi Jambi namun masih dalam kategori pendapatan rendah – 

menengah (lower – middle income). Untuk itu di masa yang akan datang perlu 

dilakukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat. 

 

 
Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-8 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jambi 
Tahun 2013 -2017 (Rp juta) 

 Indeks Gini 

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi 

hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak 

hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit 

yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang 
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serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, 

sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu 

indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. 

Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan 

dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah. 

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan 

tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini 

berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya 

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan 

yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang 

sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya 

tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar 

mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan 

antar penduduk. 

 

 

Sumber : BPS 2019. data diolah 

Gambar 2-9 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2014-2018  
 

 

Selama 5 tahun terakhir, Provinsi Jambi berhasil menjaga indeks gini pada 

angka yang relatif rendah di bawah nasional. Artinya ketimpangan pendapatan 

masyarakat Provinsi Jambi lebih kecil dibandingkan ketimpangan pendapatan 

masyarakat Indonesia. Namun demikian indeks ini berfluktuasi dan mengalami 
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peningkatan pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan 

pendapatan masih terus terjadi di Provinsi Jambi, meskipun ketimpangan 

distribusi pendapatan yang terjadi masih termasuk kategori ketimpangan rendah. 

Berdasarkan daerah tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan lebih tinggi daripada 

perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,351 dan 0,295. 

 

 Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional) 

 
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum 

terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya 

disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan 

perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat 

perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses 

pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak 

mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan 

wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa 

implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek 

ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi 

terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka 

yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat 

dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka 

ketimpangan semakin lebar. Para ahli menetapkan sebuah kriteria yang 

digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan ada pada taraf rendah, 

sedang atau tinggi. Untuk itu, ditentukan kriteria sebagai berikut: 

a. Ketimpangan taraf rendah, bila indeks ketimpangan kurang dari 0,35 

b. Ketimpangan taraf sedang, bila indeks ketimpangan 0,35 - 0,5 

c. Ketimpangan taraf tinggi, bila indeks ketimpangan lebih dari 0,5 

Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional) Provinsi Jambi tahun 

2013-2017 termasuk dalam ketimpangan taraf sedang. Pada tahun 2013, indeks 



 

2-26 | H a l a m a n   Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
 Provinsi Jambi Tahun 2019 

Williamson Provinsi Jambi sebesar 0,5094 persen, mengalami penurunan hingga 

tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017.  

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah masih 

merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan ke depan. 

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa 

memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga 

terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan 

antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk 

mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban 

dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan 

sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak 

memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan 

tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan 

dan kesenjangan pembangunan. 

 

 
Sumber : BPS, 2018 

Gambar 2-10 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 

 Kemiskinan 

 
Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. 

Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang 

memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, 

pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat 

digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang 
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memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan 

berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi 

sumberdaya dan juga lingkungan. 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama 

menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas 

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan 

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan 

perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama 

penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya 

distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup 

dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak 

memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak 

kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga 

menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa 

menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh 

terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan 

tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berdasarkan Berita Resmi 

Statistik yang diekspos BPS, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari 

tahun 2014 sampai tahun 2018 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. 

Fakta lain adalah perbandingan persentase penduduk miskin antara daerah 

perkotaan dan perdesaan selama periode tahun 2014-2018 memperlihatkan 

bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada 

perdesaan. Namun bila dilihat dari jumlah penduduk miskin maka jumlah 

penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan.  
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Sumber: BPS, 2019 

Gambar 2-11 Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan 
Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018 

 

Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami 

peningkatan sebesar 1,03 persen dibandingkan tahun 2017 dari 278,61 ribu 

jiwa menjadi 281,47 ribu jiwa. Peningkatan ini terjadi pada perdesaan akibat 

harga komoditas yang belum membaik. Sedangkan jumlah penduduk miskin 

di perkotaan menurun sebesar 1,68 persen dari 118,49 ribu jiwa menjadi 

116,50 ribu jiwa. 

 

Sumber: BRS, BPS 2019 

Gambar 2-12 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan 
Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018 (dalam ribu jiwa) 
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Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan 

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah 

tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. 

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat 

kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan 

atau Poverty Gap Index (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). 

P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 

0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis 

kemiskinan. Pada periode September 2017 - September 2018, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada 

September 2017 nilai P1 sebesar 0,992 meningkat menjadi 1,256 pada 

September tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan semakin jauh dari garis 

kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, 

untuk P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan 

memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran 

memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di 

daerah perkotaan. 

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan 

kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive 

Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P2 memberikan 

gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang 

semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin 

secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) , meningkat dari 

0,192 pada September 2017 menjadi 0,309 pada September 2018. Kenyataan ini 

mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. 

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi 
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Jambi selama periode tahun 2013-2017, maka daerah perkotaan memiliki 

kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di 

perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. 

 
 Angka Kriminalitas 

Jumlah tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 2013-2017 

cenderung fluktuatif setiap tahun, dimana pada tahun 2013 jumlahnya sebesar 

6.510 tindak pidana meningkat menjadi 7.643 tindak pidana di tahun 2014. 

Kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 38,22 persen 

menjadi 10.564 tindak pidana di tahun 2015. Namun di tahun 2016 mengalami 

penurunan secara signifikan sebesar 44,11 persen menjadi 5.904 tindak pidana. 

Selanjutnya, di tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 9.531 tindak pidana. 

Untuk tahun 2017, jika dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah 

Sumatera, maka jumlah tindak pidana di Provinsi Jambi termasuk kategori 

sedang dibandingkan provinsi lain. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2-11  
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2013-2017 

 
No. 

 
Kepolisian 
Daerah 

Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Aceh 9.150 7.569 8.048 9.646 8.885 

2 Sumatera Utara 40.70
9 

35.72
8 

35.248 37.102 39.867 

3 Sumatera Barat 14.32
4 

14.95
5 

16.277 14.921 13.205 

4 Riau 9.399 9.644 9.595 8.520 6.869 

5 Kepulauan Riau 4.278 4.633 4.892 4.885 3.673 

6 Jambi 6.510 7.643 10.564 5.904 9.531 

7 Sumatera Selatan 22.88
2 

22.70
8 

20.575 9.424 15.728 

8 Kepulauan Bangka 
Belitung 

2.515 1.796 1.875 2.094 1.931 

9 Bengkulu 4.550 3.847 4.463 203.687 4.867 

10 Lampung 4.812 7.755 9.218 10.485 11.089 

Sumber: Statistik kriminal, 2018 
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Sumber: Statistik Kriminal, 2018 

Gambar 2-13 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Jambi 
Tahun 2013-2017 (%) 

 

Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindak kriminal 

yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jambi selama satu tahun terhadap 10.000 

penduduk. 

Tabel 2-12  
Rasio Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah  

Tahun 2013-2017 

 
No. 

 
Kepolisian 
Daerah 

% Penyelesaian Tindak Pidana Menurut 
Kepolisian 

Daera
h 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Aceh 32,14 32,92 31,55 42,86 27,19 

2 Sumatera Utara 45,96 51,68 58,94 62,44 67,30 

3 Sumatera Barat 46,03 46,13 45,78 43,11 42,88 

4 Riau 45,56 42,07 56,15 53,58 54,33 

5 Kepulauan Riau 52,15 48,78 51,33 46,98 56,30 

6 Jambi 41,58 40,47 41,54 48,59 65,20 

7 Sumatera Selatan 34,11 37,06 45,01 53,60 66,85 

8 Kepulauan Bangka 
Belitung 

17,22 15,98 44,00 42,17 64,84 

9 Bengkulu 52,42 55,24 44,75 43,47 49,72 

10 Lampung 11,72 58,9 69,57 69,25 68,88 

Sumber: Statistik kriminal, 2018 
 

Untuk persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi pada 

periode tahun 2013-2017 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2013 persentase 



 

2-32 | H a l a m a n   Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
 Provinsi Jambi Tahun 2019 

penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi sebesar 41,56 persen meningkat 

menjadi sebesar 65,20 persen pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan 

persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 

2013-2017 sebesar 11,25 persen per tahun. 

Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Sumatera, maka 

persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi Jambi masih relatif 

rendah. Kedepan untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana yang terjadi, 

koordinasi Forkopimda harus lebih diefektifkan.  

Tabel 2-13  
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah  

Tahun 2013-2017 

No. Kepolisian Daerah 

Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) 
menurut Kepolisian 

Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Aceh 00.57'26'' 01.09'26'' 01.05'18'' 00.54'29'' 00.59'09'' 

2 Sumatera Utara 00.12'54'' 00.14'42'' 00.14'54'' 00.14'09'' 00.13'11'' 

3 Sumatera Barat 00.36'41'' 00.35'08'' 00.32'17'' 00.35'13'' 00.39'48'' 

4 Riau 00.55'55'' 00.54'30'' 00.54'46'' 01.01'41'' 01.16'31'' 

5 Kepulauan Riau 02.02'51'' 01.53'26'' 01.47'26'' 01.47'35'' 02.23'05'' 

6 Jambi 01.20'44'' 01.08'46'' 00.49'45'' 01.29'01'' 00.55'08'' 

7 Sumatera Selatan 00.22'58'' 00.23'08'' 00.25'32'' 00.55'46'' 00.33'25'' 

8 Kepulauan Bangka 
Belitung 

03.28'59'' 04.52'39'' 04.40'19'' 04.11'00'' 04.32'11'' 

9 Bengkulu 01.55'30'' 02.16'37'' 01.57'46'' 00.25'48'' 01.47'59'' 

10 Lampung 01.49'13'' 01.07'46'' 00.57'01'' 00.50'07'' 00.47'23'' 

Sumber: Statistik kriminal, 2018 
 

Sementara untuk selang waktu terjadinya tindak pidana (Crime Clock) di 

Provinsi Jambi pada periode tahun 2013-2017 m e n u n j u k k a n  w a k t u  

y a n g  cukup sering. Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah 

sumatera, maka Selang waktu terjadinya tindak pidana (Crime Clock) di Provinsi 

Jambi termasuk ke dalam kategori daerah yang sering terjadi tindak pidana. 

Untuk itu harus dilakukan kebijakan peningkatan keamanan yang lebih baik di 

masa-masa yang akan datang mengingat tingkat keamanan merupakan salah satu 

pertimbangan investor dalam berinvestasi pada suatu daerah. 
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2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode 

IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar 

perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa 

indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka 

melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena 

tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek 

huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan 

tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat 

menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan 

rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa 

capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari 

dimensi lain. 

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan 

dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-

rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran 

yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB 

menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada 

suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM 

dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di 

dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, 

ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama 

pentingnya. 

IPM Provinsi Jambi metode baru dalam waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) 

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2014 IPM Provinsi Jambi sebesar 68,24 

meningkat menjadi 70,65 pada tahun 2018. Walaupun IPM Provinsi Jambi masih 

di bawah nasional pada tahun 2018, namun pada periode 2017-2018 IPM 

Provinsi Jambi tumbuh sebesar 0,94 persen, lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,82 persen pada periode yang 

sama. 
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Sumber: BPS, 2019 

Gambar 2-14 IPM Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2014-2018  
 
 

Kemajuan pembangunan manusia terlihat dari perubahan status 

pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Sejak tahun 2015 tidak ada 

lagi kabupaten/kota yang berstatus “rendah” dimana sebelumnya masih terdapat 

satu kabupaten dengan status tersebut, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Bila dilihat dari capaian IPM seluruh Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, maka 

capaian IPM seluruh Kabupaten pada tahun 2018 lebih rendah dari capaian 

Provinsi Jambi, hanya Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang capaiannya lebih 

tinggi dari Provinsi Jambi dan masuk dalam kategori tinggi. 

 

Sumber: BPS, 2019 
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Gambar 2-15 Sebaran IPM 2018 pada kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi 

 

Namun, rata-rata indeks kualitas manusia Provinsi Jambi masih jauh 

dibandingkan dengan rata-rata nasional apalagi jika dibandingkan dengan IPM 

dari negara di Asia Tenggara dan negara lain di dunia. Peningkatan kualitas IPM 

melalui berbagai program pembangunan hendaknya dilakukan dengan 

melakukan berbagai terobosan dan percepatan sehingga kualitas Sumberdaya 

manusia Jambi dapat mampu bersaing secara nasional dan global. 

 

Tabel 2-14  
IPM Provinsi Jambi Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2014-2018 

No Provinsi Indeks Pembangunan Manusia 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Aceh 68,81 69,45 70,00 70,60 71,19 

2 Sumatera Utara 68,87 69,51 70,00 70,57 71,18 

3 Sumatera Barat 69,36 69,98 70,73 71,24 71,73 

4 Riau 70,33 70,84 71,20 71,79 72,44 

5 Jambi 68,24 68,89 69,62 69,99 70,65 

6 Sumatera Selatan 66,75 67,46 68,24 68,86 69,39 

7 Bengkulu 68,06 68,59 69,33 69,95 70,64 

8 Lampung 66,42 66,95 67,65 68,25 69,02 

9 Kep. Bangka Belitung 68,27 69,05 69,55 69,99 70,67 

10 Kepulauan Riau 73,40 73,75 73,99 74,45 74,84 
Sumber: BPS, 2019 

 
Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain se Sumatera pada tahun 2018, 

IPM Provinsi Jambi masih di bawah Provinsi lain kecuali Provinsi Sumatera 

Selatan, Bengkulu dan Lampung. Sedangkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau memiliki IPM yang lebih tinggi 

dibandingkan Provinsi Jambi. 

Indikator pembentuk IPM Provinsi Jambi dijabarkan sebagai berikut : 

a. Angka Harapan Hidup (AHH) 

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, 

dan merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh 

masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat 
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pada khususnya. Angka harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 

2014-2018 terus menunjukkan peningkatan dimana angka harapan hidup 

dari 70,43 tahun pada 2014 meningkat menjadi 70,89 tahun pada 2018. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat 

bertahan hidup hingga usia 70 – 71 tahun. Perkembangan AHH Provinsi Jambi 

dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

  
 Sumber: BPS, 2019 

Gambar 2-16 Angka Harapan Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 
 

Angka Harapan Hidup di Provinsi Jambi yang mengalami kenaikan, 

meskipun nominalnya tidak terlalu besar menunjukan adanya peningkatan 

akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selain berbagai 

upaya Pemerintah Provinsi Jambi seperti peningkatan cakupan Universal 

Health Coverage melalui BPJS bagi masyarakat miskin, peningkatan 

pendapatan masyarakat juga mendorong masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan berbayar yang meningkatkan kualitas kesehatan. 

 

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui 

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang 

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat 
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dicapai oleh setiap anak. Angka HLS Provinsi Jambi tahun 2014-2018 

memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 

2014 sebesar 12,38 menjadi 12,90 di tahun 2018. Secara detail dapat dilihat 

pada Gambar di bawah ini. 

 
Sumber : BPS, 2019 

Gambar 2-17 Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Jambi Tahun 

2014-2018 

 
 
 
c. Rata-rata Lama Sekolah  

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan 

yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama 

sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Secara 

umum, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebahai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan 

penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah 

penduduk berusia 25 tahun ke atas. 

Pada periode tahun 2014-2018, angka rata-rata lama sekolah Provinsi 

Jambi terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 7,92 tahun 

meningkat menjadi 8,23 tahun pada tahun 2018. Rata-rata peningkatan lama 

sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya yang tepat dan benar 

sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. Perlunya 
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upaya percepatan ini juga perlu segera diimplementasikan karena lama 

sekolah yang hanya 8,23 tahun berarti rata-rata penduduk Jambi hanya 

sampai di kelas 3 SLTP.  

 

 
Sumber: BPS, 2019 

Gambar 2-18 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 
2014-2018 
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d. Pengeluaran Perkapita 

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan 

banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran ini dapat mengungkap 

pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi 

pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran 

rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan 

ekonomi penduduk.  

Pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Jambi tahun 2014-2018 

cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 pengeluaran perkapita 

adalah sebesar Rp9.141,15 ribu meningkat menjadi Rp10.357,00 ribu pada 

tahun 2018. Perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Jambi tahun 

2014-2018 secara detail dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

Sumber : BPS, 2019 
Gambar 2-19 Perkembangan Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah) Provinsi 

Jambi Tahun 2014-2018 
 Angka Melek Huruf (AMH) 

Angka melek huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 

tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat 

sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lain terhadap penduduk usia 
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memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, 

memudahkan komunikasi sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan 

kualitas hidupnya. 

Hasil pembangunan yang terkait dengan angka melek huruf Provinsi Jambi 

menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2013 - 2017, dimana pada tahun 

2013 angka melek huruf penduduk usia 5 tahun keatas di Provinsi Jambi sebesar 

96,85 persen meningkat menjadi 98,09 persen pada tahun 2017.  

 
 Sumber: BPS, 2018 
 

Gambar 2-20 Angka melek huruf penduduk 15 tahun keatas Provinsi 
Jambi (%) Tahun 2013-2017 

 
Kedepan kebijakan pengentasan buta huruf juga harus memperhatikan 

kesenjangan gender. Hal ini mengingat bahwa salah satu indikator pencapaian 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka 

melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini 

adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumberdaya pembangunan 

yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun 

membutuhkan intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta 

huruf dan mampu mengakses lapangan pekerjaan. Mengutip pernyataan Direktur 

Eksekutif UNICEF Ann M. Veneman pada peringatan Hari Penghapusan 
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Kemiskinan Sedunia (17 Oktober 2009), hasil sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa investasi sebesar $1 untuk pendidikan bagi anak perempuan akan 

menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan 

dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat kesetaraan 

laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dengan produktivitas yang meningkat. 

 
Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-21 Angka melek huruf penduduk 15-24 tahun per  
kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tahun 2017 

 
Secara perwilayahan angka melek huruf kabupaten/kota umur 15-24 yang 

lebih dari angka melek huruf Provinsi pada tahun 2017 yaitu Kota Jambi, Kota 

Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, 

Batanghari dan Merangin. Kedepan, program pemberantasan buta huruf harus 

diprioritaskan pada kabupaten/ kota yang capaiannya kurang dari capaian 

provinsi serta terus berupaya meningkatkan capaian AMH pada kabupaten/kota 

menjadi 100 persen.  

 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) 

dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  

Keberhasilan program pembangunan pendidikan digambarkan dalam Misi 

5K. Adapun Misi 5K yang dimaksud adalah ketersediaan layanan pendidikan, 

keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, 



 

2-42 | H a l a m a n   Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
 Provinsi Jambi Tahun 2019 

mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan, dan menjamin kepastian 

mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya 

menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam 

layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah 

melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada 

jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/sederajat di tingkat nasional, 

provinsi, serta kabupaten/kota.  

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk 

yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah 

penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai 

dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk 

yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai 

APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu 

jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang 

pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 

7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam 

rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. 

 

  
Sumber : BPS, 2018 

Gambar 2-22 APK SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 



 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2-43 | H a l a m a n  
Provinsi Jambi Tahun 2020 

Pada tahun 2017, APK pada tingkat SD mencapai 112,40. Hal ini berarti 

terdapat 112,40 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun 

atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi 

dibandingkan dengan APK pada kelompok usia lain. Untuk APK SMP Provinsi 

Jambi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dengan 

kecenderungan menurun. Pada tahun 2013, APK SMP sederajat sebesar 85,17 

persen menjadi 86,37 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2015, APK SMP 

mengalami peningkatan menjadi 91,78 persen, hingga 2017 terus mengalami 

penurunan, dimana pada tahun 2016 menjadi 90,75 persen pada tahun 2016. 

Sementara, APK SMA Provinsi Jambi justru mengalami peningkatan pada 

periode tahun 2013-2017, dimana pada tahun 2013, APK SMA sebesar 65,61 

persen, meningkat menjadi 83,54 persen pada tahun 2017. 

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah 

anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang 

pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada 

kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini 

adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang 

berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. 

Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat 

penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. 

Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai 

APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia 

sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 

100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau 

sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK 

dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa 

jenjang pendidikan. 
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Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-23 APM SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 

Untuk APM SD terjadi peningkatan dari 96,43 persen pada tahun 2013 

menjadi 98,30 persen pada tahun 2017. Demikian juga APM SMP yang meningkat 

cukup signifikan dari 73,23 persen di tahun 2013 menjadi 78,57 persen di tahun 

2017. Untuk APM SMA, pada tahun 2013-2017 juga mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2013, APM SMA sebesar 52,13 persen, meningkat 

menjadi 59,98 persen pada tahun 2017. Persentase ini tentunya masih jauh dari 

yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 

persen. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga merupakan salah satu indikator 

yang biasa digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk khususnya 

anak usia sekolah dalam proses kegiatan pendidikan formal/sekolah. APS juga 

dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang 

sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya angka 

partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang 

pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan 

pelayanan pendidikan. 
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Sumber : BPS, 2018 

Gambar 2-24 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 

APS semua usia sekolah di Provinsi Jambi tahun 2013-2017 mengalami 

peningkatan dimana APS usia 7-12 tahun memiliki persentase yang lebih besar 

daripada APS usia lainnya. Pada tahun 2013 APS usia 7-12 tahun sebesar 98,81 

persen meningkat menjadi 99,59 persen di tahun 2017. Sementara untuk APS usia 

19-24 tahun memiliki persentase yang paling kecil dibanding APS usia lainnya, 

dimana pada tahun 2013 sebesar 20,21 persen meningkat menjadi 24,12 persen 

di tahun 2017.  

Meskipun angka partisipasi baik APK, APM dan APS sudah terjadi 

peningkatan namun peningkatan ini juga belum cukup untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia Jambi, karena masih terdapat beberapa catatan 

penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan. 

Pertama, program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 

2017 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk 

usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen. Kedua, tingkat partisipasi 

pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTA menjadi 

tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi, terutama 

sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan 

kewenangan provinsi Ketiga, masih terdapatnya disparitas tingkat pendidikan 

antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan 
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disparitas gender. Keempat, masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya 

daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi 

pada keunggulan komparatif daerah. 

 Angka Putus Sekolah 

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan jumlah putus sekolah pada 

tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang 

sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase.  

Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi dari tahun 2012-2016 

untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang fluktuatif, 

dimana pada tahun 2013 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan 

SLTA/MA memiliki persentase yang paling tinggi, dan yang terendah adalah pada 

jenjang pendidikan SMK. Sementara pada tahun 2017 angka putus sekolah untuk 

jenjang pendidikan SLTA/MA menurun cukup signifikan menjadi sebesar 0,61 

persen, sementara untuk angka persentase tertinggi terjadi pada jenjang 

pendidikan SMK yaitu sebesar 1,34 persen, dan yang terendah adalah pada 

jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,17 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 2... di bawah ini. 

 

 
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 

Gambar 2-25 Perkembangan Angka Putus Sekolah (%) Tahun 2013-2017 
Provinsi Jambi 
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2.1.3.3 Angka Melanjutkan 

Angka Melanjutkan merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru 

pada jenjang tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah, 

dinyatakan dalam persentase.  

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Provinsi Jambi tahun 2012-2016 

mengalami sedikit fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Angka 

Melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA setiap tahunnya lebih tinggi 

dibandingkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs. Angka Melanjutkan dari jenjang 

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012 sebesar 102,32 persen meningkat 

menjadi 104,98 persen di tahun 2016. Sementara Angka Melanjutkan dari SD/MI 

ke SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 57,04 persen meningkat menjadi 64,42 

persen pada tahun 2016. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2-26 di bawah 

ini. 

 
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 

Gambar 2-26 Perkembangan Angka Melanjutkan ke Jenjang yang 
lebih tinggi Tahun 2013-2017 Provinsi Jambi 

 

FASILITAS PENDIDIKAN 

a. Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik 

Persentase ruang kelas dalam Kondisi Baik merupakan perbandingan 

jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang trtentu dengan jumlah 

ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai, dinyatakan dalam 
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persentase. Perkembangan persentase ruang kelas dalam kondisi baik dapat 

dilihat pada Tabel 2-15di bawah ini. 

Tabel 2-15  
Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%) 

 

 Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 

2.1.2.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah banyaknya 

kematian perempuan pada saat hamil, bersalin atau dalam 42 hari pasca 

persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan 

karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain. 

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi pada periode 

2013-2017 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 

jumlah kematian ibu yang dilaporkan sebanyak 59 kasus, jika dikonversikan 

menjadi angka kematian ibu adalah 81 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 

2017 menurun menjadi 54 kasus dan dikonversikan menjadi angka kematian ibu 

adalah 78 per 100.000 kelahiran hidup (Gambar 2-30). 

Angka Kematian Ibu hingga saat ini masih tetap tinggi, bahkan kasus 

kematian terjadi peningkatan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Hal tersebut 

berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. 

Penyebab langsung (Direct Obstetric Death) kematian ibu antara lain adalah 

komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang 

disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan 

yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor 

penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan. Berdasarkan 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012, Cakupan persalinan oleh 

tenaga kesehatan terlatih sudah memperlihatkan tren peningkatan dari tahun 

sebelumnya, namun kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan belum 

sepenuhnya sesuai standar pelayanan.  

2014 2015 2016 2017

SD/MI 19,05 20,01 20,80 19,35

SMP/MTs 18,87 19,99 23,51 21,45

SMA/MA/SMK 38,10 37,46 37,36 31,61

Jenjang Pendidikan 
Tahun
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Sumber: Dinas Kesehatan, 2018, data diolah 

Gambar 2-27 Jumlah Kematian Ibu (Kasus) dan Konversi AKI per 100.000 
Kelahiran Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 
Situasi derajat kesehatan juga digambarkan salah satunya melalui Angka 

Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate 

(IMR) dapat didefenisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai 

usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. 

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator 

penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat 

menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif 

terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat 

didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai 

bayi belum berusia tepat satu bulan. 
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Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 

Gambar 2-28 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi 
Jambi Tahun 2013-2017 

 
Jumlah kematian bayi di Provinsi Jambi pada tahun 2013 masih sangat tinggi 

yaitu 74 jiwa. Kenaikan jumlah kematian bayi yang sangat signifikan pada periode 

2013-2017 terjadi pada tahun 2014 yaitu menjadi 308 jiwa dibanding tahun 

sebelumnya.. Angka yang masih tinggi ini menggambarkan tingkat kesehatan 

pada balita yang dapat dipengaruhi oleh kekurangan gizi, penyakit infeksi, 

maupun kecelakaan. 

 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

 
IPG merupakan indeks pencapaian kualitas pembangunan manusia, yang 

lebih diarahkan untuk mengetahui perbedaan capaian kualitas pembangunan 

manusia antara laki-laki dan perempuan, dan memiliki dimensi yang sama dengan 

IPM. Dimensi dan indikator yang digunakan dalam perhitungan IPG adalah 

dimensi umur panjang dan sehat, dengan indikator harapan hidup pada saat lahir; 

dimensi pengetahuan, dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak, dengan indikator perkiraan 

pendapatan, yang seluruhnya dihitung dengan membandingkan laki-laki dan 

perempuan. 
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Capaian IPG Provinsi Jambi tahun 2013-2015 semakin meningkat, namun 

pada tahun 2016-2017 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015, 

dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 87,69, meningkat menjadi 88,44 pada 

tahun 2015, dan menjadi 88,29 dan 88,13 di tahun 2016 dan 2017. Secara lengkap 

dapat dilihat pada Gambar 2-29 di bawah ini. 

 

 
Sumber : BPS, 2018 

Gambar 2-29 Perkembangan IPG Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

Sementara bila dibandingkan antar provinsi di Sumatera, IPG Provinsi 

Jambi merupakan yang terendah bersama dengan Provinsi Riau. IPG tertinggi 

dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 94,16. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2-16  

IPG Menurut Provinsi di Sumatera tahun 2017 

No Kabupaten/Kota IPG 
1 Aceh 91,97 

2 Sumatera Utara 90,65 
3 Sumatera Barat 94,16 

4 Riau 88,17 

5 Jambi 88,13 
6 Sumatera Selatan 92,43 

7 Bengkulu 91,34 

8 Lampung 90,49 

9 Kep. Bangka Belitung 88,93 
10 Kep. Riau 92,96 

Sumber : BPS, 2018 
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Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu indikator untuk 

mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran 

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup keterwakilan 

perempuan di legislatif; posisi perempuan dalam kehidupan manajerial, 

profesional, administrasi dan teknis; dan sumbangan perempuan dalam 

pendapatan. 

IDG Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun 

dari tahun 2013-2017, dapat dilihat secara lengkap pada Gambar di bawah ini. 

 

 
Sumber : BPS, 2018 
Gambar 2-30 Perkembangan IDG Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 

Pada gambar terlihat bahwa IPG berada di bawah IPM sampai dengan 

tahun 2017, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian 

pembangunan perempuan lebih rendah daripada capaian pembangunan 

laki-laki sehingga disparitas pembangunan gender semakin besar. Oleh 

karena itu, perlu upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antara 

penduduk laki-laki dan perempuan termasuk dalam mengakses dan 

mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan 

proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan 

program pembangunan. 
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2.1.3.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

 Seni Budaya 

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya 

khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menggali keragaman 

budaya yang ada serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok-kelompok 

kesenian dan seniman.  

Tabel 2-17  

Perkembangan jumlah grup kesenian dan gedung kesenian 

No Capaian Pembangunan 2014  2015 2016 2017 2018 

1 
Jumlah grup kesenian per 
10.000 penduduk. 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

2 
Jumlah gedung kesenian per 
10.000 penduduk. 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sumber: Dinas Budpar Provinsi Jambi, 2019 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembangunan seni budaya belum 

menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari perkembangan 

jumlah grup kesenian yang stagnan dalam kurun 5 tahun. Demikian pula dengan 

jumlah gedung kesenian yang tidak bertambah sama sekali. Guna memajukan seni 

budaya di Provinsi Jambi, maka kedepan program-program penumbuhan minat 

generasi muda dalam seni budaya harus segera dilaksanakan agar budaya 

khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi. 

 Pemuda dan Olah Raga 

Cabang olahraga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 

43 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga 

Indonesia (KONI) Provinsi Jambi dan tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun 

dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap, hanya 23 

cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap. Adapun alokasi fasilitas olahraga 

menurut cabang dimuat pada Tabel 2-18 di bawah. 
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Tabel 2-18  
Pemilikan Jumlah Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi 

Jambi Tahun 2017 

No Cabang Olahraga 
2016 2017 

Pemda Swasta Pemda Swasta 
1.  Sepak Bola 16 68 15 225 

2.  Tenis 24 31 24 31 

3.  Bulu Tangkis 16 92 16 92 

4.  Bola Voli 19 110 19 110 

5.  Basket 2 47 27 47 

6.  Tenis Meja 22 91 22 91 

7.  Pencak Silat 11 18 11 18 

8.  Lap. Menembak  0 0 0 0 

9.  Angkat Besi 5 1 5 1 

10.  Senam  1 0 1 0 

11.  Kolam Renang  0 12 0 12 

12.  Taekwondo  3 3 3 3 

13.  Judo 3 2 3 2 

14.  Kempo  1 4 1 4 

15.  Gulat  2 4 2 4 

16.  Panjat Tebing  7 2 7 2 

17.  Golf  0 2 0 2 

18.  GOR  1 4 1 4 

19.  Dayung  3 6 3 6 

20.  Tinju  0 3 0 3 

21.  Sepak Takraw  2 29 2 29 

22.  Karate  5 11 5 11 

23.  Catur 5 4 5 4 

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2018 
 

Demikian pula dengan perkembangan organisasi olahraga dan gedung 

olahraga, selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 tidak terjadi peningkatan 

jumlah atau stagnan, hanya jumlah sarana olahraga sepak bola saja yang 

mengalami peningkatan yang signifikan terutama yang berasal dari kepemilikan 

swasta, yaitu dari 68 unit menjadi 225 unit di tahun 2017. Hal ini terjadi karena 

pertumbuhan sarana futsal yang makin menjamur di seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jambi. Untuk peningkatan prestasi atlet pelajar terjadi peningkatan 

walaupun tidak terlalu besar. Jumlah atlet yang dibina di PPLPD meningkat dari 
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39 orang atlet pada tahun 2014 menjadi 46 orang pada tahun 2016 seiring dengan 

penambahan Jumlah unit cabang olahraga yang dibina di PPLD dari 5 cabang pada 

tahun 2014 menjadi 6 cabang olahraga pada tahun 2018. Selain itu peningkatan 

jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina memberikan peluang lebih besar 

dalam peningkatan prestasi atlet , hal ini terlihat pada perbaikan prestasi setiap 

tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Khusus 2018, penurunan 

prestasi lebih disebabkan oleh pertandingan yang diikuti oleh para atlet PPLP 

yang terbatas atau lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.  

Tabel 2-19  
Perkembangan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 

Nama Program 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
Jumlah Organisasi 
Olahraga 

44 44 44 44 44 

Jumlah Gedung 
Olahraga 

14 14 14 14 14 

Jumlah cabor yang 
dibina di PPLPD 

5 6 6 7 6 

Jumlah atlet pelajar 
yang dibina di PPLPD 

39 45 46 47 46 

Prestasi atlet pelajar: 
- Emas 
- Perak 
- Perunggu 

 
 

5 
9 

17 

 
 

19 
20 
15 

 
 

35 
235 

57 

 
 

1 
5 

16 

 
 

3 
2 
4 

 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019  
 
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 

2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar 

 Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar 

 Kesehatan 

a. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk 

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi tahun 

2012-2016 sedikit mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal ini 

berarti pertumbuhan jumlah puskesmas tidak seimbang dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk lebih tinggi 

dari pertumbuhan jumlah puskesmas. Ke depan diharapkan terjadi 
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keseimbangan antara penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu 

dengan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada .Tabel 2-20 dan 

Gambar 2-31 di bawah ini. 

Tabel 2-20  
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Provinsi 

Jambi Tahun 2013-2017 

 

Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

 

 
Sumber: BPS, 2018 (data diolah) 

Gambar 2-31 Rasio Puskesmas dan puskesmas Pembantu di Provinsi 
Jambi Tahun 2013-2017 

 

b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis 

pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit 

Tahun Jumlah 

Puskesmas (unit)

Jumlah Pustu 

(Unit)

Jumlah Penduduk 

(orang)

Rasio

2013 182 597 3.317.034               0,235

2014 186 597 3.344.421               0,234

2015 187 609 3.402.052               0,234

2016 189 613 3.458.930               0,232

2017 197 604 3.515.017               0,228
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khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan 

rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan 

disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan 

lainnya. 

Perkembangan jumlah rumah sakit dan rasio Rumah Sakit per satuan 

penduduk dari tahun 2013-2017 cenderung stabil, dimana secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 2-21 di bawah ini. 

 
Tabel 2-21  

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017 

 

Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

 
Sumber: BPS, 2018 (data diolah) 

Gambar 2-32 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi 
Tahun 2013-2017 

 

 

 

c. Rasio Dokter per Satuan Penduduk 

Tahun Jumlah Rumah 

Sakit (Unit)

Jumlah 

Penduduk 

(orang)

Rasio

2013 31      3.317.034 0,009

2014 28      3.344.421 0,008

2015 31      3.402.052 0,009

2016 35      3.458.930 0,010

2017 36 3.515.017     0,010
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter 

umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan 

kesehatan pada tahun tertentu. Tabel 2-22 dan Gambar 2-33 di bawah ini 

menunjukkan rasio dokter terhadap 1.000 penduduk di Provinsi Jambi. 

Tabel 2-22  
Jumlah dan Rasio Dokter di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

 

 
 Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

Gambar 2-33 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2013-
2017 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga 

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio

2013 658 0,198 174 0,052    283 0,085           1.115 0,336

2014 121 0,036 33 0,010    201 0,060              355 0,106

2015 582 0,171 188 0,055    248 0,073           1.018 0,299

2016 629 0,182 199 0,058    254 0,073           1.082 0,313

2017      1.241 0,353 215 0,061    270 0,077           1.726 0,491

Jumlah 

Total Dokter

Total 

RasioTahun

Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis
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Kesehatan Tahun 2011 – 2025, telah ditetapkan sejumlah target rasio 

tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014, rasio dokter 

spesialis ditetapkan sebesar 10 dokter spesialis per 100.000 penduduk, 

rasio dokter umum sebesar 40 dokter umum per 100.000 penduduk, 

sementara pada tahun 2019 ketersediaan dokter spesialis mencapai 11 per 

100.000 penduduk, dokter umum 45 per 100.000 penduduk dan dokter gigi 

sebanyak 13 per 100.000 penduduk.  

Jika dikonversikan, rasio dokter umum per 100.000 penduduk 

Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 35,31 orang dokter umum, 

sementara untuk rata-rata per tahun dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 

18,81 orang dokter umum, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk pada 

tahun 2017 adalah sebesar 6,12 orang dokter gigi, sementara per tahun rata-

rata sebesar 4,72 dokter gigi per 100.000 penduduk. Untuk rasio dokter 

spesialis pada tahun 2017 sebesar 7,68 orang per 100.000 penduduk, 

sementara untuk rata-rata per tahun sebesar 7,37 dokter spesialis per 

100.000 penduduk Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan standar 

ketersediaan tenaga medis terutama dokter, maka masih terdapat 

kekurangan jumlah dokter terutama untuk daerah-daerah terpencil. Untuk 

itu, ke depan perlu diprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan 

ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas dokter untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi. 

d. Rasio Tenaga Kesehatan  

Keberadaan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna meningkatkan 

kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga Kesehatan 

meliputi tenaga medis, perawat dan bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, teknisi 

medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan 

tersebut berfluktuasi setiap tahunnya karena tidak meratanya distribusi 

tenaga kesehatan. Jika dilihat rasionya, pada tahun 2017 mulai terlihat 

keseimbangan rasio antara tenaga medis, perawat bidan, tenaga farmasi, 

ahli gizi, teknisi medis, tenaga sanitasi dan tenaga kesmas, setelah rentang 
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tahun 2013-2016 rasio perawat dan bidan lebih dominan. Secara rinci dapat 

dilihat pada Tabel 2-23  

Tabel 2-23  
Perkembangan Rasio Tenaga Kesehaan di Provinsi Jambi  

Tahun 2013-2017 

  

Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

 
Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

2013 2014 2015 2016 2017

Tenaga Medis    1.121 1.121    1.046         1.085     1.331 

Rasio Tenaga 

Medis

  0,338    0,335     0,307     0,314     0,379 

Perawat dan 

Bidan

   7.800 7.800    9.831       10.778    10.685 

Rasio Perawat 

dan Bidan

  2,351 2,332   2,890       3,116     0,304 

Tenaga Farmasi      614 614       509               583        700 

Rasio Tenaga 

Farmasi

  0,185 0,184   0,150       0,169     0,199 

Ahli Gizi      232 231       194               224        240 

Rasio Ahli Gizi   0,070 0,069   0,057       0,065     0,068 

Teknisi Medis      493 493       373               354        418 

Rasio Teknisi 

Medis

  0,149 0,147   0,110       0,102     0,119 

Sanitasi 423     423       280       308       293       

Rasio Tenaga 

Sanitasi 0,128  0,126   0,082   0,089    0,083   

Kesmas 663     663       374       410       394       

Rasio Tenaga 

Kesmas 0,200  0,198   0,110   0,119    0,112

Tenaga 

Kesehatan

Tahun
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Gambar 2-34 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi 
Jambi tahun 2013-2017 

 

Demikian pula dengan ketersediaan posyandu, gambar di bawah 

memperlihatkan rasio posyandu per satuan balita di Provinsi Jambi yang 

menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Bila pada tahun 2013 

satu posyandu harus melayani 105 balita, maka pada tahun 2017 terlihat bahwa 

satu posyandu dapat melayani 91 balita. Rasio ini harus terus ditingkatkan 

mengingat beban yang harus dilakukan oleh satu posyandu masih terlalu berat. 

Selain itu pelatihan terhadap kader-kader posyandu juga harus terus dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu. 

 
Sumber: Jambi dalam Angka 2018, 2018 (data diolah)  

Gambar 2-35 Rasio posyandu per satuan balita 
Sementara itu, standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, untuk puskesmas kawasan perkotaan, 

puskesmas kawasan perdesaan dan puskesmas kawasan terpencil/sangat 

terpencil disyaratkan untuk puskesmas rawat inap jumlah minimal sebanyak dua 

dokter dan untuk puskesmas non rawat inap jumlah minimal sebanyak satu 

dokter. Rasio dokter umum terhadap puskesmas dapat digunakan untuk 

mengetahui ketersediaan dokter di puskesmas. Pada tahun 2013, rasio antara 

dokter umum dan puskemas di Provinsi Jambi adalah sebesar 1,68 atau rata-rata 

puskesmas di Provinsi Jambi telah memiliki minimal 1 orang dokter umum. Rasio 

ini dapat ditingkatkan menjadi 4,02 pada tahun 2017, sehingga hal ini berarti 
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seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan bahkan melebihi standar.  

Dengan menggunakan jumlah puskesmas dan jumlah tenaga kesehatan 

dapat disusun rasio tenaga kesehatan terhadap puskesmas. Berdasarkan 

Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga perawat adalah lima perawat 

untuk puskesmas non rawat inap dan delapan perawat untuk puskesmas rawat 

inap. Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Provinsi Jambi 

pada tahun 2013 sebesar 10,34 perawat per puskesmas dan meningkat menjadi 

13,86 pada tahun 2017. Jumlah perawat dan rasio ini juga telah memenuhi 

standar yang ditetapkan bahkan melebihi standar. Selanjutnya, berdasarkan 

Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga bidan adalah empat bidan 

untuk puskesmas non rawat inap dan tujuh bidan untuk puskesmas rawat inap. 

Rasio bidan di puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Provinsi Jambi pada 

tahun 2013 sebesar 15,81 bidan per puskesmas dan meningkat menjadi 16,67 

pada tahun 2017. Data menunjukan bahwa rasio dokter umum, perawat dan 

bidan dengan jumlah puskesmas telah memenuhi standar yang ditetapkan, 

namun perlu dilihat kembali sebarannya per wilayah kabupaten/kota. Rasio 

dokter umum, perawat dan bidan disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

 
Sumber: Jambi Dalam Angka 2018, 2018 

Gambar 2-36 Rasio Dokter Umum, Perawat dan Bidan dengan Puskesmas di 
Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
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Sumber: Jambi Dalam Angka 2018, 2018 

Gambar 2-37 Rasio dokter umum dan 100.000 penduduk di Provinsi Jambi 
tahun 2013-2017 

 
Pada tahun 2013, rasio dokter umum di Provinsi Jambi sebesar 19,84 per 

100.000 penduduk, rasio ini meningkat menjadi 35,31 pada tahun 2017, 

mendekati target nasional untuk mencapai rasio 40 dokter umum per 100.000 

penduduk. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pemerintah baik di daerah maupu 

di pusat untuk meningkatkan rasio tersebut. Sementara itu, rasio bidan terhadap 

penduduk di Provinsi Jambi pada tahun 2013 sebesar 103,47, lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan target nasional sebesar 100 bidan per 100.000 penduduk 

dan rasio ini meningkat menjadi 120,17 pada tahun 2017. Sedangkan rasio 

perawat terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2013 adalah sebesar 131,65 dan 

dapat terus ditingkatkan menjadi 194,71 pada tahun 2017. 
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Sumber: Jambi Dalam Angka 2018, 2018 

Gambar 2-38 Rasio Bidan dan Perawat dengan100.000 penduduk di Provinsi 
Jambi tahun 2013-2117 

 

 Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara 

untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, 

minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, 

maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang 

bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan 

dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk 

mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. 

 

a. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah 

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 

jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia 

sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat 

menampung seluruh penduduk usia sekolah. 
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Tabel 2-24  
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar 

Provinsi Jambi Tahun 2015-2017 

 

Sumber : BPS 2018 

 

Rasio ketersediaan sekolah SD/MI sederajat terhadap 10.000 penduduk 

usia 7-12 tahun di provinsi Jambi pada tahun 2015-2017 menunjukkan 

peningkatan, dimana pada tahun 2015 dari 63,52 per 10.000 penduduk 

menjadi 68,43 per 10.000 penduduk. Hal ini mencerminkan perhatian 

pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar, terutama 

SD sederajat melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah. 

Sementara rasio ketersediaan gedung sekolah SMP/MTs terhadap 10.000 

penduduk usia 13-15 tahun terlihat mengalami penurunan, dari 72,05 

menjadi 64,46 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Untuk itu, ke depan 

perlu perhatian pemerintah terutama kabupaten/kota untuk meningkatkan 

pelayanan pendidikan tingkat SMP/MTs, terutama dalam penyediaan sarana 

dan prasarana pendidikan. 

2015 2016 2017

1

1.1 Jumlah gedung sekolah (unit) 2.624 2.655 2.730

1.2 Jumlah Penduduk usia 7-12
tahun (orang)

        413.088         411.959 398.954      

1.3 Rasio (per 10.000)              63,52               64,45               68,43 

2

2.1 Jumlah gedung sekolah (unit) 1.418 1.449 1.262

2.2 Jumlah penduduk usia 13-15
tahun (orang)

        196.800         196.121 195.786      

2.3 Rasio (per 10.000)              72,05               73,88               64,46 

3

3.1 Jumlah gedung sekolah (unit) 390 418 422

3.2 Jumlah penduduk usia 16-18
tahun (orang)

164.010      171.909      181.726      

3.3 Rasio (per 10.000) 23,78 24,32 23,22

4

4.1 Jumlah gedung sekolah (unit) 132 170 176

4.2 Jumlah penduduk usia 16-18
tahun (orang)

164.010      171.909      181.726      

4.3 Rasio (per 10.000) 8,05              9,89              9,68              

SMA/MA

SMK

No Jenjang Pendidikan
Tahun

SD/MI

SMP/MTs
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Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-39 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah SD/MI dan 
SMP/MTs di Provinsi Jambi Tahun 2015-2017 

 

Untuk rasio ketersediaan gedung sekolah SMA/MA dan SMK per 

10.000 penduduk usia 16-18 tahun pada kurun waktu tahun 2015-2017 

mengalami sedikit fluktuasi, dimana pada tahun 2015 rasio ketersediaan 

gedung sekolah sebesar 23,78 per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun, pada 

tahun 2016 sempat mengalami kenaikan, namun di tahun 2017 kembali 

menurun di angka 23,22 per 10.000 penduduk. Demikian juga dengan rasio 

ketersediaan gedung sekolah SMK terhadap 10.000 penduduk usia 16-18 

tahun yang sedikit berfluktuasi pada periode tersebut..  
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Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-40 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah SMA/MA dan 
SMK di Provinsi Jambi Tahun 2015-2017 

 
 

b. Rasio Guru dan Murid 

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu 

pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk 

mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, 

dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan 

peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh 

karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-

Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan 

bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru 

wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah 

kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif 

administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun dalam perspektif 

teknologi pendidikan kompetensi tersebut ditunjukkan secara fungsional, 

yaitu kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran (Miarso, 

2008).  
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Rasio Guru terhadap murid adalah indikator yang digunakan untuk 

mengukur jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang 

pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah 

pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu tahun agar tercapai proses 

pembelajaran yang berkualitas. 

 

Tabel 2-25  
Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs 

Provinsi Jambi Tahun 2012-2015 

Jenjang Pendidikan 
Tahun  

2013 2014 2015 2016 2017 
SD/MI           
Jumlah Guru  30.706   32.168   31.741   31.269   28.413  

Jumlah Murid 434.051  435.610  435.614  418.811  417.531 

Rasio Guru terhadap 
10.000 Murid 707,43 738,46 728,65 746,61 680,50 

Rasio Guru terhadap 
murid 

14,14 13,54 13,72 13,39 14,69 

            
SMP/MTs           

Jumlah Guru  13.525   14.871  15.787   17.685   15.302  

Jumlah Murid  155.445   160.111  160.111   180.732   179.475  

Rasio Guru terhadap 
10.000 Murid 870,08 928,79 986,00 978,52 852,59 

Rasio Guru terhadap 
murid 

11,49 10,77 10,14 10,22 11,73 

Sumber : BPS, 2018 (Data diolah) 

 

Pada periode 2013-2017 di Provinsi Jambi, rasio jumlah Guru 

terhadap 10.000 murid SD/MI cukup berfluktuasi, pada tahun 2013 

ketersediaan guru berjumlah 707 orang untuk 10.000 murid SD/MI atau satu 

orang guru tersedia untuk 14,14 murid, sementara pada tahun 2017 satu 

orang guru tersedia untuk 14,69 murid SD/MI. Untuk jenjang pendidikan 

SMP/MTs, rasio jumlah guru terhadap 10.000 murid juga berfluktuasi, 

dimana pada tahun 2013 rasio guru terhadap 10.000 murid SMP/MTs 

berjumlah 870,08, yang berarti bahwa tersedia lebih kurang 870 orang guru 

untuk 10.000 orang murid SMP/MTs, atau satu orang guru tersedia untuk 
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11,49 orang murid. Sementara pada tahun 2017, tersedia lebih kurang 852 

orang guru untuk 10.000 murid SMP/MTs, atau satu orang guru untuk 11,73 

murid. 

Tabel 2-26  

Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi 

Tahun 2013-2017 

Jenjang 
Pendidikan 

Tahun  

2013 2014 2015 2016 2017 
SLTA/MA           

Jumlah Guru  6.919   7.719   8.223   8.720   7.714  

Jumlah Murid  75.778   75.805   79.010   95.657   95.853  

Rasio Guru 
terhadap 10.000 
Murid 

913,06 1018,27 1040,75 911,59 804,77 

Rasio Guru 
terhadap murid 

10,95 9,82 9,61 10,97 12,43 

Sumber : BPS, 2018 (data diolah). 

 

  
Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

Gambar 2-41 Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 
2013-2017 

 

Pada Tabel 2-26 di atas terlihat bahwa rasio guru terhadap 10.000 

murid SLTA/MA tahun 2013-2017 berfluktuatif dengan kecenderungan 

menurun. Pada tahun 2013, ketersediaan guru per 10.000 murid sebanyak 

913,06 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 10,95 orang murid 
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SLTA/MA. Sementara di tahun 2017 ketersediaan guru per 10.000 murid 

adalah sebanyak 804,77 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 12,43 

murid.  

Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu 

penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Jambi. 

Pendidkan kejuruan ini akan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja 

terampil pada jenjang tenaga kerja menengah untuk mendorong percepatan 

pembanguan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis dan agroindustri. 

Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa inovati produktif yang 

menjadi salah satu progam unggulan provinsi Jambi. Untuk itu pembangunan 

pendidikan kejuruan akan menjadi prioritas baik dari segi pemenuhan 

kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana, guru maupun pemenuhan 

kebutuhan pendidikan kejuruan yang berkualitas. 

 
Tabel 2-27  

Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi 
Tahun 2012-2016 

Jenjang 
Pendidikan 

Tahun  

2013 2014 2015 2016 2017 
SMK           

Jumlah Guru  2.886   3.158   3.049   3.906   3.750  

Jumlah Murid  23.056   23.056   23.056   45.826   48.122  

Rasio Guru 
terhadap 10.000 
Murid 

1251,73 1369,71 1322,43 852,35 779,83 

Rasio Guru 
terhadap murid 

7,99 7,30 7,56 11,73 12,83 

Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

 

Rasio Guru terhadap 10.000 murid SMK pada tahun 2013-2017 mengalami 

fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 ketersediaan guru 

sebanyak 1.251,73 untuk 10.000 orang murid SMK atau 1 orang guru tersedia 

untuk 7,99 orang murid. Sementara di tahun 2017, ketersediaan guru sebanyak 

779,83 untuk 10.000 orang murid SMK, atau 1 orang guru tersedia untuk 12,83 

orang murid. 
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Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

Gambar 2-42 Rasio Guru terhadap Murid SMK Provinsi Jambi Tahun 2013- 
2017 

 

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat 

terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat 

strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era 

globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas 

sumberdaya manusianya. 

 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. Jalan dan Jembatan 

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak 

dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan 

kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan daya saing.  

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral. Apabila tidak 

mampu dilaksanakan berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat. 

Total panjang jalan yang yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan 

SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 

Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi 

menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 
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April 2015, maka total panjang jalan provinsi adalah 1.129,906 km, selisih 

diantaranya sepanjang 375,025 km ruas jalan provinsi tersebut dinaikkan 

statusnya menjadi jalan nasional. 

 

Tabel 2-28  
Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2013-2017 

 
Sumber : BPS, 2018 

 
Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara 

konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan 

Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap 

adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Hasil yang dicapai terhadap 

upaya peningkatan kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan kondisi Mantap sampai 

tahun 2017 adalah 75,74% atau terjadi peningkatan sebesar 1,62% dari tahun 

2013 (kondisi Mantap 74,12%).  

Bila mencermati gambar di atas, terlihat bahwa Persentase jalan dengan 

kondisi sedang berfluktuatif dari tahun ke tahun selama tahun 2013-2017 dengan 

kecenderungan bertambah sedangkan persentase kondisi Jalan rusak ringan 

dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 16,58 persen, mengalami penurunan 

menjadi 16,01 persen di tahun 2017. Sementara persentase kondisi jalan rusak 

berat yang pada tahun 2013 sebesar 9,31%, meningkat menjadi 8,26% pada 

tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kondisi jalan baru 

mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan 

menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam 

kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun. 

(km) % (km) % (km) % (km) %

2013 586,418 38,97 528,926 35,15 249,544 16,58 140,041 9,31   1.504,93 

2014 564,928 37,54 561,026 37,28 253,469 16,84 127,506 8,47   1.504,93 

2015 431,309 38,17 404,089 35,76 188,524 16,68 105,984 9,38   1.129,91 

2016 589,694 39,18 545,130 36,22 238,355 15,84 131,751 8,75   1.129,91 

2017 442,495 39,16 413,258 36,57 180,868 16,01 93,280 8,26   1.129,91 

Total 

Panjang 

(km)

Tahun

Kondisi Jalan Provinsi

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
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b. Sumber Daya Air 

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha 

mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI 

Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan 

Provinsi hingga tahun 2018 adalah DI Suban, DI Batang Ule. DI Tanduk, dan DI 

Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Dari penanganan Daerah 

Irigasi tahun 2014-2018 melalui kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan 

irigasi dan rawa, optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan rawa; pembangunan 

jaringan irigasi dengan fokus kegiatan pada penanganan rehabilitasi saluran 

primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan 

lantai saluran; serta pintu air. Serta optimalisasi telah menghasilkan DI fungsional 

tahun 2018 seluas 4.654,39 Ha (77,2%). Kegiatan – kegiatan yang dilakukan 

tersebut dapat dinilai efektif karena dapat meningkatkan persentase jaringan 

irigasi dalam kondisi baik dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam 

kondisi rusak secara secara signifikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Sumber: Dinas PU Prov. Jambi, 2019 
Gambar 2-43 Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi (%)  
   Tahun 2014-2018 

 
 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam 

menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. 
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Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan 

perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan 

permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan 

pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-

kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya 

penataan, salah satunya dengan perencanaan dan pembangunan rumah susun, 

penyediaan prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta kegiatan yang mendukung 

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diwilayah barat dan timur 

Provinsi Jambi. Persentase rumah kumuh di perkotaan merupakan target MDG’S 

Provinsi Jambi. Persentase rumah kumuh di perkotaan selama tiga tahun terakhir 

semakin menurun, dimana pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,11 persen, menurun 

menjadi 3,88 persen pada tahun 2017. Pola yang sama terjadi di daerah 

perdesaan, sedangkan di perkotaan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 

2016 sedikit meningkat, kemudian menurun kembali di tahun 2017. 

 

 

Sumber : Statistik Kesehatan dan Perumahan, BPS, 2018 
Gambar 2-44 Persentase Rumah Kumuh di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 

 Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang mempengaruhi kesehatan 

lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika 

fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain 
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klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat 

pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem 

Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh 

rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Gambar 

2... menunjukkan bahwa sekitar 64,20 persen rumah tangga di Provinsi Jambi 

pada tahun 2017 memiliki akses ke sanitasi layak. Persentase rumah tangga di 

perkotaan dengan akses ke sanitas layak lebih tinggi yaitu 85,09 persen 

dibandingkan dengan di perdesaan (55,13 persen) Rendahnya persentase 

tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan 

akses terhadap sanitasi layak khususnya di perdesaan.  

 

Sumber : Statistik Kesehatan dan Perumahan, BPS, 2018 
Gambar 2-45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi 

Layak di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
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Sumber : Statistik Kesehatan dan Perumahan, BPS, 2018 
Gambar 2-46 Statistik Perumahan di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 

Dengan kenaikan jumlah rumah tangga setiap tahunnya, penyediaan lahan 

baru bagi pembangunan perumahan mendesak untuk direalisasikan agar 

permasalahan perumahan dapat diatasi. Jika secara rata-rata dalam satu rumah 

tangga ada sebanyak empat anggota, kelayakan tinggal terpenuhi paling tidak 

ketika rumah tangga tersebut menempati rumah dengan luas 32 meter persegi. 

Kualitas perumahan masyarakat di Provinsi Jambi 90 persen lebih sudah dapat 

dikatakan layak. Kondisi fisik bangunan yang ditempati secara tidak langsung 

dapat mencerminkan status sosial penghuni/pemiliknya. Hal ini terlihat dari 

persentase penduduk yang memiliki rumah dengan atap layak seperti beton, 

genteng, sirap, seng dan asbes (non ijuk/rumbia) sebesar 98,85 persen di tahun 

2013 meningkat menjadi 99,58 persen di tahun 2017, serta dinding tembok dan 

kayu sebesar 99,10 persen di tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi 

98,87 persen di tahun 2017. 

Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat mempunyai 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Persentase 

peningkatan hunian layak bagi masyarakat sama artinya dengan kesejahteraan 

masyarakat. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kelengkapan fasilitas perumahan 

yang dimiliki penduduk. Fasilitas utama yang harus terpenuhi dalam sebuah 

rumah diantaranya adalah sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak, 

fasilitas tempat pembuangan tinja.  



 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2-77 | H a l a m a n  
Provinsi Jambi Tahun 2020 

Pada Gambar 2-46 dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga di 

Provinsi Jambi telah dapat menikmati pelayanan listrik, baik PLN maupun non 

PLN yaitu sebesar 95,25 persen di tahun 2013 menjadi 99,59 persen di tahun 

2017. Sementara rumah tangga yang menggunakan listrik/elpiji/gas kota juga 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 50,95 persen di tahun 

2013 menjadi 75,84 persen di tahun 2017, sehingga penggunaan kayu bakar, 

minyak tanah, briket dan arang semakin berkurang. Selanjutnya, fasilitas tempat 

pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh masyarakat juga menjadi bagian 

yang penting yang menjadi syarat tempat tinggal yang sehat. Pada tahun 2013 

penduduk yang memiliki tempat pembuangan akhir berupa tangki/SPAL adalah 

sebesar 60,61 persen meningkat menjadi 75,32 persen di tahun 2017. 

 

 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).  

 Aspek kebebasan sipil yang meningkat tersebut ditunjang oleh aksi 

demontrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan 

Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah 

Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa sempat mengalami penurunan 

pada tahun 2015, namun kembali meningkat pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 

2016 terjadi 41 kali unjuk rasa dan meningkat menjadi 56 kali unjuk rasa pada 

tahun 2017 dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 61 unjuk rasa. 

Peningkatan jumlah unjuk rasa damai ini pula yang selanjutnya meningkatkan 

indeks kebebasan sipil di Provinsi Jambi. Dari 61 aksi unjuk rasa pada tahun 2018, 

hanya 1 aksi yang berakhir agak anarkis atau 98,37 persen unjuk rasa 

berlangsung damai tanpa kekerasan. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, 



 

2-78 | H a l a m a n   Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
 Provinsi Jambi Tahun 2019 

diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta 

optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan. 

 

 
Sumber: Satpol PP Provinsi Jambi, 2019 

Gambar 2-47 Jumlah unjuk rasa tahun 2013 – 

2018 di Provinsi Jambi 

 
Selanjutnya, untuk kondisi demokrasi di Provinsi Jambi dapat dilihat dari 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang diukur melalui 3 aspek, yaitu aspek 

kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan kelembagaan 

demokrasi (democratic institution), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. 

Pencapaian skor IDI Provinsi Jambi selama tahun 2013-2017 mengalami 

fluktuasi, dari 64,41 menjadi 74,12. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2-29 di 

bawah ini. 

Tabel 2-29  
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

No ASPEK 
TAHUN (SKOR) 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 Kebebasan Sipil 84,95 78,23 75,89 84,39 86,81 
2 Hak-hak Politik 41,91 54,01 62,12 65,63 62,08 
3 Lembaga Demokrasi 74,34 89,48 77,72 54,58 77,27 
 Skor IDI 64,41 71,15 70,68 68,89 74,12 

Sumber : BPS, 2018 
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Sebagai upaya untuk mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

antara lain melakukan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala 

daerah. Rasio Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2-30 di 

bawah ini. 

Tabel 2-30  
Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk  

Tahun Jumlah Satpol PP Jumlah Penduduk Rasio 
2014 2.268 3.344.421 6,78 
2015 2.692 3.402.052 11,21 
2016 2.674 3.458.930 7,73 
2017 2.692 3.515.017 7,66 

Sumber : BPS, 2018 

 Sosial 

Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya dapat 

menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Konsep PMKS 

menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat 

yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik 

jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah sosial, 

meliputi : kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial 

dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi. 

Pendataan Susenas mengenai perlindungan sosial menyajikan bahwa 

persentase rumah tangga di Provinsi Jambi yang menerima bantuan beras 

murah/ beras miskin selama empat bulan terakhir Tahun 2017 mencapai 23,47 

persen. Persentase rumah tangga yang menerima bantuan di perdesaan lebih 

tinggi dibandingkan di perkotaan dengan perbandingan 26,72 persen dan 15,99 

persen. Sementara untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa 

miskin selama tahun 2017 lebih rendah yakni sebesar 8,56 persen. Penerima 

kedua jenis bantuan sosial tersebut lebih banyak di wilayah perdesaan karena 
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jumlah penduduk miskin di perdesaan juga lebih besar dibandingkan di 

perkotaan. 

Jenis perlindungan sosial lainnya yang tercatat dalam Susenas 2017 adalah 

kredit usaha. Sebanyak 20,62 persen rumah tangga di Provinsi Jambi selama 

kurun waktu satu tahun menerima kredit usaha. Berbeda dengan bantuan sosial 

lainnya, kredit usaha yang diberikan kepada masyarakat di perkotaan lebih tinggi 

dibandingkan di perdesaan, dengan perbandingan 23,72 persen berbanding 

dengan 19,27 persen. 

 

Tabel 2-31  
Perlindungan Sosial yang diberikan Tahun 2017 

Jenis Kelamin 
Daerah Tempat Tinggal 

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

Beras Murah/ Raskin  15,99 26,72 23,47 

PIP 8,20 8,71 8,56 

Kredit Usaha 23,72 19,27 20,62 

Sumber: Susenas 2017, BPS, 2018 

  

Beberapa wilayah di Provinsi Jambi termasuk wilayah rawan terhadap 

bencana, terutama bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Upaya 

pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana 

diharapkan masyarakat di desa/kelurahan tersebut memiliki kemampuan 

mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta 

memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan 

serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana, mampu 

mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya 

masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas 

demi mengurangi resiko bencana.  

Selama tahun 2018, telah terjadi 292 kejadian bencana yang tersebar di 

seluruh Kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi, dengan jenis bencana adalah banjir, 

longsor, banjir bandang, angin puting beliung dan kebakaran permukiman. 
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Jumlah korban yang meninggal dan hilang adalah sebanyak 5 orang, korban 

menderita dan mengungsi sebanyak 82.165 jiwa serta menimbulkan kesrusakan 

rumah penduduk sebanyak 35.437 unit.  

 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar 

2.1.4.1.8.1.1 Tenaga Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi dari tahun 

2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, TPAK Provinsi Jambi 

sebesar 65,59 persen meningkat menjadi 68,46 persen pada tahun 2018 , dengan 

rata-rata tumbuh sebesar 1,08 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa 

upaya – upaya perluasan lapangan pekerjaan belum seimbang dengan 

peningkatan jumlah angkatan kerja, dimana berdasarkan data 5 tahun 

terakhir pertumbuhan angkatan kerja rata-rata adalah 3,32 persen per tahun. 

Sehingga harus dilakukan peningkatan upaya perluasan lapangan pekerjaan 

dan penumbuhan wira usaha baru untuk menampung angkatan kerja yang ada 

di masa yang akan datang.  

 

   
Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-48 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(%) Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 
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Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-49 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi 

Jambi Tahun 2014-2018 

 

Berdasarkan status pada pekerjaan utama tahun 2018 di Provinsi Jambi, 

jumlah terbanyak adalah buruh/karyawan yaitu sebanyak 39,51 persen dari total 

penduduk yang bekerja. Bila melihat ketersediaan lapangan pekerjaan dan 

pertumbuhan angkatan kerja maka kedepan perlu dilakukan penumbuhan jiwa – 

jiwa enterpreneurship di kalangan angkatan kerja agar bisa membuka peluang 

usaha baru dan tidak terjadi lonjakan pengangguran di Provinsi Jambi. 

Tingkat pendidikan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi adalah 

tamat SD kebawah, namun kondisi ini terus membaik sehingga terjadi penurunan 

jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah diiringi 

peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. 

Perbaikan kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan produktifitas 

angkatan kerja.  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dari tahun 2014-

2018 terus menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,64 persen per 

tahun, dimana pada tahun 2014 sebesar 4,08 persen menjadi 3,86 persen di tahun 

2018. Tingkat pengangguran tersebut didominasi oleh penganggur dengan 

pendidikan SMK, sementara yang paling sedikit adalah penganggur dengan 

pendidikan SD kebawah. Untuk itu ke depan program – program peningkatan 
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keterampilan bagi angkatan kerja melalui BLK atau lembaga lainnya dan program 

bantuan permodalan dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kegiatan serupa di 

tempat lainnya. Untuk mendorong meningkatnya serapan tenaga kerja dari 

lulusan SMK maka harus dilakukan link and match antara jurusan pada sekolah 

kejuruan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan atau industri. Dengan demikian 

diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi 

Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi 

permintaan pasar tenaga kerja. 

 

 
Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-50 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun  
2014 - 2018 

 
2.1.4.1.8.1.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini 

mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih 

besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan 

selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan 

perempuan, yang cenderung menguntungkan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat 

pada beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi yang masih tergolong rendah. 

Disamping itu, partisipasi perempuan dalam legislatif pada tahun 2013-2017 juga 
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masih rendah, kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak tercapai. Hal 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-32 di bawah ini.  

 
Tabel 2-32  

Persentase Partisipasi Perempuan dalam Legislatif di Provinsi 
Jambi Tahun 2013-2017 

 
Sumber : BPS, 2018 (data diolah) 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) 

merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. 

Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan 

kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan 

merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. 

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara 

penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol 

sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses 

pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program 

pembangunan. 

Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 

2018, terdapat 147 kasus yang ditangani oleh Pusat pelayanan terpadu 

Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jambi. Bila dibandingkan 

dengan penanganan pada tahun 2017 yang sejumlah 140 kasus, pada satu sisi 

memperlihatkan peningkatan kejadian kasus. Disisi lain memperlihatkan tingkat 

kesadaran perempuan dan anak untuk melaporkan tindak kekerasan yang 

Tahun Jumlah Kursi DPRD 

yang Diduduki 

Perempuan

Jumlah Total Kursi 

di Keanggotaan 

DPRD

Persentase

2013 44 430 10,23

2014 45 440 10,23

2015 49 435 11,26

2016 16 109 14,68

2017 55 374 14,71
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mereka terima, dimana selama ini banyak kasus tidak terungkap karena ketidak-

tahuan dan keengganan korban untuk melaporkannya.  

  Pangan 

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi tahun 

2013-2017, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita telah melebihi angka 

kecukupan gizi untuk energi di tingkat ketersediaan ideal sebesar 2.400 

Kkal/kap/Hari.  

Tabel 2-33  
Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM 

Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

No Tahun Ketersediaan Energi 
(Kkal/kap/hari) 

1 2013 3.186 
2 2014 3.204 
3 2015 2.854 
4 2016 3.425 
5 2017 3.425 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi telah melebihi 

ketersediaan energi ideal, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan 

pangan belum berimbang. Di tahun 2017, komposisi ketersediaan bahan pangan 

masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, 

minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah, sementara 

ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari 

ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH). 

Untuk ketersediaan bahan pangan pada beberapa komoditas pangan utama 

seperti padi, Jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan daging ruminansia serta 

ikan telah tercukupi. Namun demikian komoditi kedelai, kacang hijau, telur dan 

daging unggas masih belum terpenuhi. Kebutuhan ikan secara konsumsi telah 

memenuhi kebutuhan namun bila mengacu pada pola pangan harapan 

ketersediaan ikan masih belum mencukupi. 
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Tabel 2-34  
Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2017 

No Kelompok Bahan 
Pangan 

Ketersediaan Energi 
(Kkal/kap/hari) 

Ketersediaan Ideal 
(Kkal/kap/hari) 

1 Padi-padian 1.720 1.200 
2 Umbi-umbian 294 144 
3 Pangan Hewani 118 288 
4 Minyak dan Lemak 704 240 
5 Buah Biji/Berminyak 209 72 
6 Kacang-kacangan 74 120 
7 Gula 161 120 
8 Sayuran dan Buah 145 144 
9 Lain-lain - 72 
 JUMLAH 3.425 2.400 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018 

 

Tabel 2-35  
Kondisi Ketersediaan dan Kemampuan Produksi serta Jumlah Konsumsi 

Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan PPH, Tahun 2016-2017 

 
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018 

Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi 

dapat terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi konsumsi pangan 

penduduk Provinsi Jambi selama periode 2013-2017 mengalami perubahan 

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat

Ketersediaan Konsumsi Ketersediaan Konsumsi

1 Beras 430,066          332,749   327,894       293,739   465,142        338,145     333,212        298,502    

2 Jagung 71,067            1,038        415               372           132,964        1,055         422                378             

3 Kedelai 10,210            18,678      37,279         33,396     11,876           18,981       37,883          33,937       

4 K. Tanah 1,083               692            2,095           1,877       1,200             703             2,129            1,907         

5 K. Hijau 201                  346            -                    -                175                 352             -                     -                  

6 Ubi Kayu 52,796            21,445      88,565         79,339     62,129           21,793       90,001          80,626       

7 Ubi Jalar 41,029            9,685        36,706         32,882     44,369           9,842         37,301          33,416       

8 Daging***)

Ruminansia 7,223               3,597        3,974           3,560       7,438             2,109         4,039            3,618         

Unggas 21,258            23,867      37,089         44,673     40,019           24,254       45,397          40,668       

9 Telur 15,193            22,483      40,013         35,845     15,418           22,848       40,662          36,426       

10 Ikan 99,768            35,316      117,575       105,328   55,681           68,894       119,482        107,036    

No Komoditas 

2016*) 2017**)

Ketersediaan
Konsumsi 

Penduduk

Kebutuhan 

Berdasarkan PPH
Ketersediaan

Konsumsi 

Penduduk

Kebutuhan Berdasarkan 

PPH
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setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih 

didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian) yaitu lebih dari 50 persen.  

 
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2018 

Gambar 2-51 Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi  
Tahun 2013 - 2017 

 

 Pertanahan 

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penataan 

pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Jambi. untuk 

memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi dalam hal ini 

tanah serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. Selain 

itu, pelaksanaan urusan ini juga dilakukan dalam rangka pengakuan dan 

penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas 

sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. 

Tabel 2-36  
Jumlah Persil Tanah yang Diberikan Berdasarkan Surat Keputusan Hak Milik 

Tanah, Tahun 2013-2017 

No Tahun Jumlah Persil Luas Tanah (m2) 
1 2013 43 4.590.781 
2 2014 49 3.584.288 
3 2015 49 3.584.288 
4 2016 24 1.021.043 
5 2017 20 772.884 

Sumber : BPS, 2018 
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Untuk tahun 2017 luas tanah dan jumlah persil yang diberikan 

berdasarkan surat keputusan hak milik tanah berdasarkan hasil prediksi 

sementara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mengalami penurunan 

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Luas tanah dan jumlah persil yang diberikan 

per tahun dalam rentang tahun 2013-2017 berfluktuasi dan cenderung menurun. 

Hal ini berkaitan dengan penurunan jumlah pengajuan pengurusan hak atas 

tanah. Terkait dengan konflik pertanahan, berdasarkan Sistem Informasi 

Manajemen Konflik Pertanahan/ Agraria, terdapat tiga konflik pertanahan yang 

belum terselesaikan sampai dengan tahun 2017, yaitu: 

a. Konflik lahan antara masyarakat petani Desa Senyerang, Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat dengan PT. Wira Karya Sakti sejak tahun 2001 

b. Konflik lahan masyarakat Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muaro Jambi 

dengan PT. Kirana Sekernan sejak tahun 2009 

c. Konflik lahan Suku Anak Dalam, Kabupaten Batanghari dengan PT. Asiatic 

sejak tahun 1986 

Konflik-konflik yang belum terselesaikan ini harus menjadi perhatian kedepan 

agar tidak meluas ataupun menimbulkan konflik baru. 

 Lingkungan Hidup 

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum.  

Kinerja urusan lingkungan hidup Provinsi Jambi dapat ditunjukkan oleh 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks kinerja 

pengelolaan lingkunga hidup secara nasional, dan merupakan generalisasi dari 

indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Penghitungan 

nilai IKLH didasarkan pada 3 indikator utama, yaitu kualitas air sungai, kualitas 

udara, dan kualitas tutupan lahan.  
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rentang waktu 

2013 – 2017 selalu menunjukkan angka di bawah nasional Gambar 2-52 Indeks 

tersebut juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana 

pada tahun 2013 sebesar 59,77 meningkat menjadi 64,98 di tahun 2017.  

 

 
Sumber : IKLH Indonesia 2017, Kemen.LHK, 2018 

Gambar 2-52 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 
2013-2017 

 

Penghitungan IKLH sejak tahun 2015 telah menggunakan Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan 

Hutan (ITH) yang digunakan pada penghitungan IKLH tahun-tahun sebelumnya. 

Penyempurnaan ini telah mempertimbangkan dinamika vegetasi setiap tahun, 

kondisi habitat, kondisi tutupan lahan di luar kawasan hutan, dan kondisi tutupan 

lahan di sempadan sungai. Ketiga indeks yang diukur sedikit mengalami fluktuasi 

dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 Indeks Kualitas Udara 

mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan karena kebakaran 

lahan dan hutan yang besar sehingga mempengaruhi kualitas udara dan aktivitas 

ekonomi penduduk Provinsi Jambi. Pada saat terjadi kabut asap tersebut, 

pemantauan terhadap parameter PM10 dilakukan dengan menggunakan alat 

AQMS (air quality monitoring system) mobile dari P3E Sumatera. Data PM10 

tersebut kemudian dikonversikan ke ISPU sebagai bentuk informasi kualitas 
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udara sesuai dengan KepMenLH Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks 

Standar Pencemar Udara. Berdasarkan data – data maka secara umum kualitas 

udara ambien Provinsi Jambi untuk beberapa parameter telah melampaui 

ambang batas yang diperbolehkan. Sementara itu, indeks kualitas air lebih 

berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2012 sebesar 

55,00 menjadi 61,00 di tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada 

Gambar 2... di bawah ini. 

 

  
Sumber : IKLH Indonesia 2017, Kemen.LHK, 2018 
Gambar 2-53  Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 

 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Persentase penduduk berumur 17 tahun keatas yang mempunyai Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) di Provinsi Jambi pada tahun 2017 meningkat signifikan 

dibanding tahun 2016, dari 55,27 persen menjadi 94,21 persen di tahun 2017. 

Kota Sungai Penuh memiliki persentase kepemilikan KTP terbesar dibanding 

kabupaten/kota lain se-Provinsi Jambi pada tahun 2016 yaitu sebesar 79,32 

persen, yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 41,66 

persen. Sementara pada tahun 2017, Kota Jambi memiliki persentase kepemilikan 

KTP terbesar yaitu 98,85 persen, dan yang terendah adalah Kabupaten 

Sarolangun yaitu sebesar 88,35 persen. 
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Tabel 2-37  
Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun Ke Atas yang Memiliki KTP 

Menurut Kabupaten/Kota tahun 2016-2017 

No Kabupaten/Kota Persentase Kepemilikan KTP (%) 

2016 2017 

1 Kerinci 55,46 91,64 

2 Merangin 64,23 91,29 

3 Sarolangun 67,74 88,35 

4 Batang Hari 61,90 94,93 

5 Muaro Jambi 49,53 92,13 

6 Tanjung Jabung Timur 67,82 94,75 

7 Tanjung Jabung Barat 41,66 93,73 

8 Tebo 42,62 95,64 

9 Bungo 57,83 95,71 

10 Kota Jambi 49,40 98,85 

11 Kota Sungai Penuh 79,32 96,98 

 PROVINSI JAMBI 55,27 94,21 

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Jambi, BPS, 2018 

Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0 – 17 tahun pada 

tahun 2016 adalah sebesar 76,08 persen, dengan persentase terbesar adalah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 87,00 persen, sementara persentase 

kepemilikan akte kelahiran terendah adalah Kabupaten Merangin yaitu sebesar 

67,72 persen.  

Tabel 2-38  
Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk Berusia 0 – 17 Tahun 

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 

No Kabupaten/Kota Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 
(%) 

Ya, Dapat 
Ditunjukkan 

Ya, Tdk Dapat 
Ditunjukkan 

1 Kerinci 51,34 18,78 
2 Merangin 59,12 9,92 

3 Sarolangun 62,60 11,69 
4 Batang Hari 48,71 22,39 

5 Muaro Jambi 70,34 20,08 
6 Tanjung Jabung Timur 68,69 10,80 

7 Tanjung Jabung Barat 74,46 9,77 

8 Tebo 63,94 12,76 
9 Bungo 74,78 9,65 

10 Kota Jambi 71,81 21,50 
11 Kota Sungai Penuh 62,26 18,61 

 PROVINSI JAMBI 65,83 15,03 
Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Jambi, BPS, 2018  
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 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pemberdayaan artinya memiliki atau mempunyai daya. Dengan demikian 

pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya. Sedangkan 

pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan 

dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik 

dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa/kelurahan, 

Lembaga Kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. 

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian 

integral dari pembangunan nasional. Melalui proses pemberdayaan diharapkan 

masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. 

Selain itu masyarakat diharapkan mampu memetakan dan mengoptimalkan 

potensi diri dan lingkungannya, serta mampu memecahkan permasalahan yang 

mereka hadapi secara mandiri. 

 

 
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 

Gambar 2-54 Perkembangan Posyandu Aktif di Provinsi Jambi Tahun 
2013-2017 

 
Salah satu hasil pemberdayaan masyarakat adalah keberadaan posyandu, 

karena kegiatan posyandu dilaksanakan oleh masyarakat khususnya kaum 

perempuan. Bila dilihat gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu 

aktif menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017, justru mengalami penurunan yang 

cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi dan 

keaktifan kegiatan posyandu dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab dari sektor 
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kesehatan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, terutama PKK dan 

Rukun Tetangga. 

 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

 

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 

dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. 

Sebagaimana ketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam 

pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, dan 

berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian 

kesejahteraan penduduk. 

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.515.017 

jiwa, meningkat dari 3.458.930 jiwa pada tahun 2016. Selama kurun waktu 

tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 1,62 persen. Jumlah penduduk yang terus 

meningkat tentunya akan berimplikasi antara lain pada pemenuhan sandang, 

pangan, papan, energi, kemacetan bahkan kriminalitas. Untuk itu, perkembangan 

penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas harus terus dikendalikan. 

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka pemerintah 

menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan Kesehatan 

Reproduksi saat ini tidak hanya di tujukan untuk penurunan angka kelahiran, 

namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, 

promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi 

dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.  

Adapun capaian yang berhasil diraih terkait Pengendalian Jumlah 

Penduduk di Provinsi Jambi antara lain yaitu Total Fertility Rate/Angka Kelahiran 

Total (TFR) Provinsi Jambi yang menunjukkan trend penurunan dari tahun 2007 

hingga 2017. Angka TFR didapat melalui Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan oleh BPS bekerjasama dengan BKKBN 

serta Kementerian Kesehatan. Survei tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun, 

sehingga tidak setiap tahun juga angka TFR bisa didapat. Data terakhir adalah 

angka TFR tahun 2017 hasil survei tahun 2017. Pada kurun waktu 2007, 2010 dan 

2012 didapat angka TFR Provinsi Jambi yang terus menurun dan stagnan pada 
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tahun 2017, dimana pada tahun 2007 tercatat sebesar 2,8 dan pada tahun 2017 

menjadi 2,3. Angka TFR dijadikan sebagai indikator untuk membandingkan 

keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi 

serta menunjukkan tingkat keberhasilan program KB. 

 

 

Sumber: SDKI 2017, 2018 

Gambar 2-55 Angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi  
 

Dalam kurun waktu 2010-2017 Provinsi Jambi mendapat beberapa 

penghargaan yang membanggakan, seperti Juara Nasional KIE Program KKB 

melalui seni mural, Aplikasi seni mural ini bisa dilihat dari beberapa gambar yang 

menghiasi atap bangunan dan beberapa tembok disekitar kantor BKKBN Provinsi 

Jambi. Penghargaan ketiga yaitu Juara nasional gerakan Komunikasi Informasi 

dan Edukasi (KIE) lewat Mobil Unit Penerangan (MUPEN) karena Provinsi Jambi 

dinilai berhasil dalam melaksanakan KIE program KB. Dan Penghargaan Keempat 

yaitu Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan 

anggaran dan Barang Milik Negara (BMN). 

 Perhubungan 

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Jambi terdiri dari 

transportasi darat, laut dan udara. Jumlah penumpang yang menggunakan 

angkutan umum darat antar kota dalam provinsi menunjukkan tren penurunan 
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dibanding tahun sebelumnya, namun untuk angkutan kota antar provinsi 

menunjukkan peningkatan kendaraan yang masuk. Hal ini merupakan implikasi 

dari peningkatan pelayanan pada transportasi udara baik dari perbandingan 

biaya maupun waktu tempuh. 
 

Tabel 2-39 Jumlah arus kendaraan dan penumpang pada 
angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar 

Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi 

 

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018 

 

Dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi darat maka 

Pemerintah Provinsi Jambi terus menambah fasilitas kesalamatan lalu lintas yang 

salah satunya berupa rambu-rambu lalu lintas pada jalan – jalan yang ada di 

Provinsi Jambi. Adapun jumlah rambu – rambu yang dipasang setiap tahunnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah rambu – rambu yang dipasang 

berfluktuatif setiap tahunnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan.  

 

 
Sumber: Dinas Perhubungan, 2018 

Gambar 2-56 Pemasangan Rambu Jalan di Provinsi Jambi 

 

Keluar Masuk Keluar Masuk Kendaraan Penumpang

2016 26.509     21.682     292.193    235.685    48.191     527.878    

2017 18.422     19.012     190.139    185.484    37.434     375.623    

Keluar Masuk Keluar Masuk Kendaraan Penumpang

2016 43.444     36.170     992.630    936.250    79.614     1.928.880 

2017 53.353     60.148     871.694    928.419    113.501  1.800.113 

Total

Operasional AKAP

Tahun

Tahun

Operasional AKDP

TotalPenumpangKendaraan

Kendaraan Penumpang
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Moda transportasi udara memperlihatkan perkembangan yang cukup 

menggembirakan seiring perubahan preferensi masyarakat khususnya 

masyarakat Provinsi Jambi dalam pemilihan moda transportasi antar provinsi. 

Saat ini Provinsi telah memiliki 3 buah Bandara yaitu Bandara Sultan Thaha yang 

berada di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara 

Bungo di Kabupaten Bungo. Pada Gambar 2-72 dibawah ini dapat dilihat 

perkembangan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandar 

Udara Sultan Thaha, dimana terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 

hingga 2017, hanya pada tahun 2015 terjaidi penurunan jumlah penumpang 

pesawat udara akibat bencana kabut asap yang sangat mengganggu lalu lintas 

penerbangan di Provinsi Jambi. Untuk mengoptimalkan pelayanan ketiga bandara 

ini maka ke depan dibutuhkan pemenuhan perlengkapan dan peralatan 

khususnya untuk membantu operasional bandara bila bencana asap terulang 

kembali. 

 

 

Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-57 Perkembangan jumlah Arus Penumpang melalui Bandara 
Sultan Thaha  

 

Pada transportasi laut, saat ini Provinsi Jambi memiliki 12 buah pelabuhan 

laut dan kedepan akan mendorong program prioritas yang berdasarkan Rencana 

Induk Pelabuhan Nasional yaitu pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan 

utama. Jika dilihat dari alur lintasan barang dan orang yang melalui laut 

sesungguhnya memberikan pengaruh pada sektor perhubungan dan distribusi 
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barang yang menghubungkan ke Pulau-pulau perbatasan dengan Provinsi Jambi. 

Untuk kebutuhan dasar adalah dominan dari produksi sumberdaya alam di 

Provinsi Jambi yang melalui Pelabuhan Kuala Tungkal, pelabuhan Muara Sabak, 

dan pelabuhan-pelabuhan sungai lainnya. Oleh karena itu, sejak tahun 2012, 

Provinsi Jambi fokus untuk mendorong pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung 

sebagai outlet distribusi sumberdaya alam yang nantinya diharapkan tidak hanya 

dari Provinsi Jambi, akan tetapi dari Provinsi lainnya yang berbatasan sehingga 

peran pelabuhan tidak hanya komoditas lokal saja. Selain itu, juga dipersiapkan 

kawasan ekonomi Ujung Jabung yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis 

Provinsi Jambi yaitu KSP Pantai Timur. Melalui dinas Perhubungan Provinsi Jambi 

telah menyusun Study kelayakan Pelabuhan dan DED serta SID yang berkaitan 

dengan kebutuhan perencanaan sebagai prasyarat untuk pembangunan 

pelabuhan Ujung Jabung. tahun 2014, melalui Kementerian Perhubungan telah 

mengalokasikan anggaran pembangunan tahap 1 yang masih bersifat kebutuhan 

mobilisasi material dan kantor sementara. Sedangkan Provinsi Jambi juga telah 

membebaskan seluas 101 Ha untuk kawasan pelabuhan.  

 Komunikasi dan Informatika 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. 

Karena manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan 

efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah serta membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan 

pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.  

Penggunaan sambungan telepon sempat mengalami penurunan pada tahun 

2016 akibat penggunaan telepon seluler yang terus meningkat, namun kembali 

meningkat seiring dengan tren penggunaan internet di rumah dan tenpat usaha. 

Terkait dengan pemanfaatan internet/intranet di seluruh perangkat daerah di 

Provinsi Jambi, saat ini seluruh perangkat daerah telah tersambung dan dapat 

terintegrasi dengan Portal Intranet/Internet dengan bandwidth sebesar 430 

Mbps. Selanjutnya juga dilakukan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk 

mengadakan transponder dengan bandwidth 4 Mhz untuk mempromosikan 

program/kegiatan Provinsi sampai ke pelosok pedesaan, baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri secara terkoneksi dan terintegrasi melalui penayangan 
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siaran TVRI Jambi dan JEKTV untuk siaran langsung setiap saat dari mana saja 

dengan hasil gambar dan suara yang baik. 

 

 
Sumber: Jambi Dalam Angka 2018, 2018 

Gambar 2-58 Perkembangan jumlah jumlah unit satuan sambungan 
telepon yang telah terpasang di Provinsi Jambi Tahun 
2013 – 2017 

 
 Koperasi dan UKM 

Ekonomi rakyat belum mendapat perhatian layak. Dalam rangka 

mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi 

rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. 

Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu 

pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya 

mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud 

aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional, 

industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, 

warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi 

sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi 

rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian 

ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran 

kapitalisme global. 
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Tabel 2-40  
Perkembangan Koperasi di Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 

U R A I A N SATUAN 
CAPAIAN TAHUN  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Perkembangan Koperasi 

Jumlah 
Koperasi 

Unit 3.559 3.659 3.685 3.808 3.896 3.534 

Koperasi Aktif Unit 2.272 2.265 2.288 2.082 1952 2.504 

Koperasi Tidak 
Aktif 

Unit 1.287 1.394 1.397 1.726 1.944 1.030 

Jumlah Anggota Orang 361.265 367.962 367.962 355.848 361.413 362.253 

Koperasi yg 
melaksanakan 
RAT 

Unit 1.146 933 651 604 646 698 

Jumlah 
Pengurus 

Orang 605 577 585 10.914 11.250 10.522 

Modal Sendiri (Rp milyar) 378,688 411,310 441,310 451,689 410,218 386,280 

Modal Luar (Rp milyar) 312,447 367,899 367,899 427,738 428,785 293,005 

Volume Usaha (Rp milyar) 2.764,950 1.636,743. 1.636,743 2.014,707 2.015,707 2.016,607 

SHU (Rp milyar) 51,204. 104,710 104,710 101,845 106,210 107,070 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2019 

 

Pada periode tahun 2013-2018, jumlah lembaga koperasi cenderung 

meningkat hingga tahun 2017, namun menurun pada tahun 2018. Namun jumlah 

lembaga koperasi yang aktif cenderung meningkat yaitu dari 2.272 unit pada 

tahun 2013 menjadi 2.504 unit pada tahun 2018 atau mengalami rata-rata 

peningkatan sebesar 1,96 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa 

upaya Pemerintah Daerah yang tidak lagi fokus pada penumbuhan koperasi, 

namun memprioritaskan penyehatan koperasi yang ada melalui pembinaan yang 

efektif telah berhasil. Kedepan upaya-upaya pembinaan harus dilakukan dengan 

cara-cara baru atau inovasi baru agar lebih baik. 

Sementara itu, perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jambi 

menunjukkan peningkatan sebesar 5,01 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 

81.552 unit menjadi 104.155 unit di tahun 2018. Dibandingkan dengan jumlah 

usaha kecil dan menengah, usaha mikro memiliki jumlah yang terbanyak setiap 

tahunnya. Namun perkembangannya tidak terlalu signifikan, yaitu dari 77.454 

unit di tahun 2013 tumbuh sebesar 3,24 persen pertahun menjadi 90.845 unit di 

tahun 2018. Untuk jumlah usaha kecil perkembangannya berfluktuatif namun 

cenderung meningkat, dari 3.590 unit di tahun 2013 menjadi 12.402 unit di tahun 

2018 atau tumbuh sebesar 28,14 persen pertahun, sementara itu untuk jumlah 
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usaha menengah mengalami pertumbuhan sebesar 12,32 persen per tahun dari 

508 unit di tahun 2013 menjadi 908 unit pada tahun 2018. 

 

Tabel 2-41  
Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 

No 
Perkembangan

UMKM 
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Jumlah Usaha 
Mikro 

Unit 77.454 77.993 77.993 85.442 87.669 90.845 

2 Jumlah Usaha 
Kecil 

Unit 3.590 3.456 3.456 11.169 12.674 12.402 

3 Jumlah Usaha 
Menengah 

Unit 508 510 510 1.252 555 908 

5 Jumlah Tenaga 
Kerja Terserap 

Org 153.761 154.529 154.529 153.283 175.765 184.124 

6 Jumlah UMKM Unit 81.552 81.959 81.959 97.863 100.898 104.155 

 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2019 

 
Selain peningkatan jumlah UMKM, pada periode yang sama terjadi 

peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 153.761 orang pada tahun 

2013, bertambah menjadi 184.124 orang pada tahun 2018. Berarti penyerapan 

tenaga kerja dari UMKM tumbuh setiap tahun rata-rata sebesar 3,67 persen. Hal 

ini seiring dengan kebutuhan tenaga kerja akibat peningkatan jumlah UMKM 

tersebut. 

 

 Penanaman Modal 

Pada tahun 2017, perkembangan realisasi penamanan modal dalam negeri 

(PMDN) mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 

Rp25.170.266,59 ribu di tahun 2013 menjadi Rp4.260.684,80 ribu. Demikian juga 

dengan realisasi penanaman modal asing Pada periode tahun 2013-2016, 

perkembangan realisasi penamanan modal asing (PMA) meningkat cukup 

signifikan, dari US$984.450,14 ribu meningkat menjadi US$1.251.947,07 ribu 

pada tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 
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US$76.834,50 ribu. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.76 dan Gambar 2.77 

di bawah ini. 

 
 

Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2018 

Gambar 2-59 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 

 
Sumber: Jambi dalam Angka, BPS, 2018 

Gambar 2-60 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 

Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 
Untuk mempertahankan investasi yang sudah berjalan, mempercepat 

realisasi investasi yang sudah mendapat persetujuan, maka pengendalian, 

pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perusahaan PMA/PMDN 

serta menarik investor baru untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi ada 

beberapa permasalahan/hambatan antara lain masih banyak pelaksanaan 
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penyelesaian pelayanan perizinan yang melewati limit waktu yang telah 

ditetapkan, hal ini dikarenakan : a) Permohonan yang disampaikan belum 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; b) Tim Teknis dari Instansi teknis 

kadang belum siap dan masih diinstansinya; c) Pemohon kurang mengetahui 

persyaratan yang telah ditetapkan; d) Sistem yang dilaksanakan untuk melayani 

perizinan sebahagian besar masih manual. 

 Kepemudaan dan Olahraga 

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka oleh raga 

merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Meskipun demikian budaya 

masyarakat Provinsi Jambi dalam berolah raga masih rendah. Demikian pula 

prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlit Provinsi jambi juga 

belum menggembirakan. 

Tabel 2-42  
Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga  

di Provinsi Jambi Tahun 2017 

No Cabang Olahraga 
2016 2017 

Pemda Swasta Pemda Swasta 
1.  Sepak Bola 16 68 15 225 
2.  Tenis 24 31 24 31 
3.  Bulu Tangkis 16 92 16 92 
4.  Bola Voli 19 110 19 110 
5.  Basket 2 47 27 47 
6.  Tenis Meja 22 91 22 91 
7.  Pencak Silat 11 18 11 18 
8.  Lap. Menembak  0 0 0 0 
9.  Angkat Besi 5 1 5 1 

10.  Senam  1 0 1 0 
11.  Kolam Renang  0 12 0 12 
12.  Taekwondo  3 3 3 3 
13.  Judo 3 2 3 2 
14.  Kempo  1 4 1 4 
15.  Gulat  2 4 2 4 
16.  Panjat Tebing  7 2 7 2 
17.  Golf  0 2 0 2 
18.  GOR  1 4 1 4 
19.  Dayung  3 6 3 6 
20.  Tinju  0 3 0 3 
21.  Sepak Takraw  2 29 2 29 
22.  Karate  5 11 5 11 
23.  Catur 5 4 5 4 

Sumber: Dispora Provinsi Jambi, 2017 
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Selama ini cabang olah raga yang ditumbuh kembangkan di Provinsi Jambi 

berjumlah 43 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional 

Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut 

tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang 

memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas 

lengkap. Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel 

berikut ini. 

Pemuda merupakan komponen masyarakan yang memiliki peran strategis 

di dalam pembangunan daerah. Prosentase jumlah yang besar dalam komposisi 

penduduk provinsi Jambi di satu sisi merupakan kekuatan, namun di sisi lain juga 

dapat menjadi penghambat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu 

pembinaan kepemudaan agar lebih produktif merupakan kebijakan yang perlu 

ditempuh. 

Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) termasuk juga pramuka, sebagai 

wadah dalam berhimpun dan menempa kemampuan dan keterampilan pemuda 

untuk itu perlu ditumbuhkembangkan. Data OKP di Provinsi Jambi tahun 2017 

menunjukkan sebagai berikut: 

 
Tabel 2-43  

OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2018 

No Bidang Organisasi Kemasyarkatan Pemuda 
1 Keagamaan PW. Pemuda Muhammadiyah (PM) 
  GP. Ansor 
  DPD Angkatan Muda Indoneia (AMII) 
  PW. Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU) 
2 Kebangsaan DPD Pemuda Panca Marga (PPM) 
  KNPI 
3 Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
  Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila(Satma-PP) 
4 Kepartaian Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) 
  Pemuda Ka’bah 
  BM PAN 
5 Kekeluargaan Forum Komunikasi Putra/putri Purnawirawan 

Indonesia (FKPPI) 
6 kepanduan Pramuka 
  Hisbul Wathan  

Sumber: Diskepora, 2019 
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 Kebudayaan 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan 

Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian 

kebudayaan sebagaimana melalui perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan, yang meliputi aspek-aspek: kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; 

permuseuman; kebahasaan; kesusastraan; tradisi; kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa; kepustakaan; kenaskahan;dan perfilman.  

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, 

Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota selama ini telah dilaksanakan 

dan menetapkan agenda berkala kegiatan festival lomba dan pawai berbagai seni 

budaya Melayu Jambi. Terdapat 12 agenda kegiatan yang tersebar pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.  

Terkait dengan warisan budaya, penetapan Candi Muaro Jambi sebagai Cagar 

Budaya Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini telah 

terdaftar di UNESCO untuk di ajukan sebagai sebagai salah satu Warisan Dunia. 

Selain itu ditetapkannya Geopark Merangin Jambi sebagai salah satu Jaringan 

Geopark Nasional oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang saat ini dalam 

proses pengajuan untuk menjadi Global Geopark Network (GGN) UNESCO. 

Sementara itu di Provinsi Jambi masih terdapat sejumlah cagar budaya yang belum 

dilakukan proses penetapan. 

Aspek budaya daerah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tradisi 

yang masyarakat, lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dan 

dokumentasi sejarah daerah Provinsi Jambi, serta ragam bahasa daerah. Selain itu 

museum sebagai bagian dari pelestarian budaya keberadaannya di Provinsi Jambi 

cukup mendapat apresiasi. Hal ini terlihat dari kunjungan masyarakat ke museum 

Siginjai Provinsi Jambi. Bila dilihat dari sisi pengunjungnya, pada umumnya 

didominasi pelajar SD/TK. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat 

terhadap museum belum terlalu baik. Oleh karena itu perlu dibuat program – 

program yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi museum. 
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Sumber: Dinas Budpar Prov. Jambi, 2018 
Gambar 2-61 Jumlah Pengunjung Museum Siginjai Provinsi Jambi 

Tahun 2014-2017 
 

Tabel 2-44  
Jumlah Pengunjung Museum Siginjai Provinsi Jambi tahun 2018 

No. Jenis Pengunjung Jumlah 

1 SISWA TK/SD 7.005 

2 SISWA SLTP/MTS 1.722 

3 SISWA SMU/SMK 3.115 

4 MAHASISWA/PENELITI 1.241 

5 INSTANSI 201 

6 WISATAWAN ASING 144 

7 WISATAWAN NUSANTARA 374 

8 LOKAL 2.752 

  JUMLAH 16.554 

Sumber: Dinas Budpar Prov. Jambi, 2019 

 
 Perpustakaan 

Pada tahun 2014-2018, jumlah anggota perpustakaan Provinsi Jambi 

mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 14.540 orang menjadi 

3.405 orang di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan akibat pesatnya kemajuan 

internet sehingga mengurangi minat baca masyarakat ke perpustakaan. Di sisi 

lain perlu juga dievaluasi terkait dengan fasilitas, sarana prasarana dan sistem 

layanan perpustakaan, termasuk koleksi buku yang dibutuhkan pembaca. 

Kecenderungan penurunan jumlah anggota perpustakaan dipengaruhi oleh 
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semakin mudah dan murahnya akses internet. Melihat tren minat baca yang mulai 

beralih ke digital, perpustakaan Provinsi Jambi sebaiknya mulai beralih secara 

perlahan menjadi perpustakaan digital menyesuaikan perkembangan kemajuan 

zaman. 

Tabel 2-45  
Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 

No Tahun Jumlah (orang) Perkembangan (%) 

1 2014 14.540 7,01 

2 2015 2.523 -77,85 

3 2016 8.971 178,6 

4 2017 3.271 -63,54 

5 2018 3.405 4,10 

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2019 
 

Di sisi lain, pada periode yang sama penurunan tidak terjadi pada 

jumlah pengunjung perpustakaan, meskipun berfluktuasi namun cenderung 

meningkat, yaitu dari 85.310 orang pengunjung di tahun 2014 menjadi 270.887 

orang di tahun 2018.  

Tabel 2-46  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 

No Tahun Jumlah (orang) Perkembangan (%) 

1 2014 85.310 -11,83 

2 2015 259.144 203,76 

3 2016 249.945 -3,55 

4 2017 260.100 4,06 

5 2018 270.887 4,15 

 Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2019 

Jumlah koleksi buku perpustakaan Provinsi Jambi mengalami trend 

peningkatan setiap tahunnya pada kurun tahun 2013-2017. Namun pada tahun 

2015 terjadi penurunan drastis dari 169.528 buku menjadi 28.011 buku karena 

kondisi buku – buku yang mulai rusak. Bila dikaitkan dengan jumlah anggota dan 

jumlah pengunjung yang juga mengalami penurunan signifikan pada tahun 2015 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain perubahan preferensi masyarakat 

dalam pencarian informasi, juga akibat ketersediaan koleksi buku di 

perpustakaan yang semakin sedikit. 
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Tabel 2-47  
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

No Tahun Jumlah (buku) Perkembangan (%) 

1 2013 163,353 eks   

2 2014 169,528 eks 3,78 

3 2015 28.011 judul -83,48 

4 2016 177.854 eks 534,94 

5 2017 186.833 eks 534,94 

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2018 
 

 Kearsipan 

Dibidang Kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain: 

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar 

minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metode 

pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit 

kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat 

dan tepat, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan 

profesional melalui pembinaan dan pelatihan kearsipan. 

Tabel 2-48  
Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Pemberka
san arsip 
in-aktif  

5.237 usul 
musnah 

15.000 
dinilai 

kembali 

49.549 arsip in-
aktif 

5.000 berkas 
pendataan/ 

data Berkas arsip 
in aktif 

1.000 berkas 
usul musnah 

 7.231 
dinilai lagi 

26.790 arsip 
usul musnah 

700 berkas 
akuisisi 

58.806 arsip 
dinilai kembali 

 

2 

koleksi 
arsip 
statis dan 
penemuan 
kembali 
arsip 

521 photo 200 photo 550 photo 550 photo 200 photo 

729 lembar 
peta 

250 peta 
4.267 lembar 

peta 
4.267 

lembar peta 
250 peta 

257 arsip 
tekstual  

 

1.262 arsip 
buku  

1.262 arsip 
buku  

60 arsip 
buku  

150 naskah 
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Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2018 
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2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 

 Kelautan dan Perikanan 

Perkembangan produksi perikanan tahun 2014–2018 menunjukkan 

kecenderungan berfluktuasi terutama untuk perikanan laut dan perairan umum, 

sementara untuk perikanan budidaya menunjukkan tren pertumbuhan rata- rata 

2,66 persen per tahun, yaitu dari 45.266 ton di tahun 2014 menjadi 50.272 ton di 

tahun 2018. Pada tahun 2014 produksi perikanan laut adalah sebesar 48.031 ton 

mengalami pertumbuhan negatif rata-rata per tahun ssebesar -1,28 persen 

menjadi 45.619 ton pada tahun 2018, sementara untuk perairan umum 

mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 1,58 persen, dari 7.545 ton 

menjadi 7.078 ton di tahun 2018. Penurunan ini berkaitan dengan kualitas air di 

perairan umum yang terus mengalami penurunan akibat pencemaran. Sedangkan 

penurunan produksi pada perikanan laut berkaitan dengan jangkauan nelayan 

yang tidak maksimal karena ukuran kapal yang kecil dan cuaca ekstrim yang 

kerap terjadi.  

 

Sumber: Jambi Dalam Angka,2018 

Gambar 2-62  Perkembangan Produksi Perikanan (ton) di Provinsi Jambi 
Tahun 2014-2018 

 

Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi pada periode 

tahun 2014-2018 meningkat setiap tahunnya yaitu rata-rata 2,68 persen. 
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Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya-upaya gerakan makan ikan 

(GEMARIKAN) yang terus dilakukan. 

 

Sumber: DKP Provinsi Jambi,2019  

Gambar 2-63 Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kap/tahun) di Provinsi Jambi 
Tahun 2014-2018 

 
 

 Pariwisata 

 Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan 

penerimaan daerah dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi 

kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan pariwisata 

di Provinsi Jambi dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan nusantara yang cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Hal tersebut terlihat pada tabel-tabel berikut. 
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Tabel 2-49  

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 
 
No. 

Tujuan 2014 
(Orang) 

2015 
(Orang) 

2016 
(Orang) 

2017 
(Orang) 

2018 
(Orang) 

a B e f g h i 

1 Kerinci 5.464 4.310 6.477 1.386 5.325 

2 Merangin - - - - - 

3 Sarolangun 131 108 157 108 135 

4 Batang Hari 46 38 54 54 65 

5 Muaro Jambi 182 230 378 545 713 

6 Tanjabtim 30 54 42 16 19 

7 Tanjabbar 81 22 36 54 53 

8 Bungo 25 54 36 16 22 

9 Tebo 20 40 24 27 13 

10 Kota Jambi 4.105 5.888 4.834 3.160 4.523 

11 Sungai Penuh 33 32 30 13 19 

 
Total 

Provinsi 
Jam
bi 

 
10.119 

 
10.776 

 
12.069 

 
5.378 

 
10.887 

Pertumbuhan 2,02% 6,49% 12,00% -55,44% 102,44% 

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2019  

 
Tabel 2-50  

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 

 No.  Tujuan 2014 
(Orang) 

2015 
(Orang) 

2016 
(Orang) 

2017 
(Orang) 

2018 
(Orang) 

a B e f g h i 

1 Kerinci 298.237 329.175 328.965 266.554 359.667 

2 Merangin 412.943 520.309 520.862 431.355 465.000 

3 Sarolangun 27.530 33.077 32.897 21.568 34.389 

4 Batang Hari 22.941 19.821 35.638 17.254 37.106 

5 Muaro Jambi 469.821 297.319 274.138 258.813 265.300 

6 Tanjabtim 10.661 9.911 16.448 8.627 9.012 

7 Tanjabbar 48.698 37.165 54.828 45.782 58.571 

8 Bungo 103.236 103.548 109.655 97.055 91.045 

9 Tebo 275.296 247.766 219.310 258.813 125.750 

10 Kota Jambi 474.746 693.745 1.011.569 653.900 867.500 

11 Sungai Penuh 150.022 185.825 137.069 97.055 75.333 

Total 2.294.130 2.477.660 2.741.379 2.156.777 2.388.673 

Pertumbuhan 59,97% 8,00% 10,64% -21,33% 10,75% 

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2019  
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Terkait dengan jumlah daya tarik wisata dari tahun 2013 hingga tahun 

2017 cenderung meningkat walaupun lambat, baik itu wisata alam, wisata 

buatan maupun wisata sejarah/budaya. Jumlah daya tarik wisata pada tahun 

2017 berjumlah 445, yang terdiri dari Wisata Alam berjumlah 193, Wisata 

Buatan berjumlah 119, dan Wisata Sejarah/Budaya sejumlah 133. 

Perkembangan daya tarik wisata di Provinsi Jambi seperti terlihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2-51  
Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 

 
Uraian Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 
Wisata Alam 131 141 184 193 193 
Wisata Buatan 34 41 112 119 119 
Wisata Sejarah/Budaya 61 75 129 133 133 

Total 226 257 425 445 445 
Sumber : BPS, 2018 

 
Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum berkembang di 

Provinsi Jambi, padahal potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. 

Beberapa hal yang menghambat adalah kurangnya promosi dan pembinaan 

terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, 

kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan 

kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu 

sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Provinsi Jambi, sehingga 

pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Pertanian 

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu 

Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis 

hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif, tapi tidak ada 

satu Negara majupun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Pertanian 

menjadi landasan perekonomian suatu Negara, menjadi sumber pangan, sandang 

dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu 
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bangsa, sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok 

tenaga kerja bagi sektor manufaktur dan sektor jasa di perkotaan. 

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk 

kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu 

kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan 

kontribusi devisa (Kuznet, 1964). Pertama, kontribusi produk, diartikan bahwa 

produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi 

lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku 

(keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, 

sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB). Kedua, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber 

pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari 

industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) 

maupun barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem 

ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian. Ketiga, kontribusi 

faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal 

investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non 

pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, 

dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja 

pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi 

perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. Keempat, 

kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber 

penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik 

lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas 

pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).  

Di Provinsi Jambi produktivitas tanaman padi mengalami fluktuasi selama 

tahun 2013 – 2017. Yang terparah terjadi pada tahun 2015, dimana akibat 

musim kemarau panjang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen. Fluktuasi 

juga dialami oleh komoditi kedelai, dimana pada tahun 2016 mengalami 

penurunan produktivitas namun meningkat lagi di tahun 2017. Sementara 

untuk komoditi jagung produktivitasnya terus mengalami peningkatan, dimana 
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pada tahun 2013 sebesar 38,71 menjadi 63,63 kuintal/ha. Peningkatan ini harus 

terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui 

perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani. 

 

 

 
Sumber: Dinas TPHP, 2018 
Gambar 2-64 Produktifitas Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai (Kw/Ha) di 

Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 

Kinerja subsektor peternakan di Provinsi Jambi selama tahun 2013 - 2017 

terlihat dari jumlah populasi ternak besar di Provinsi Jambi, dimana untuk 

jumlah sapi potong setiap tahun semakin meningkat, dimana pada tahun 2013 

berjumlah 119.049 ekor, menjadi 159.546 ekor pada tahun 2017. Untuk sapi 

perah mengalami tren yang semakin menurun jumlahnya, sementara untuk 

ternak kerbau jumlahnya cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan positif 

yaitu rata-rata pertahun sebesar 2,15 persen.  
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Tabel 2-52  
Populasi Ternak Besar Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2017 

 

No 
Jenis 

Ternak 
Populasi Ternak (ekor) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sapi 
Potong 

119.049 136.638 145.760 153.220 159.546 

2 
Sapi 
Perah 

64 64 30 24 33 

3 Kerbau 41.155 43.626 40.603 43.620 44.850 
Sumber: Jambi dalam Angka,2018 

 
Sektor perkebunan juga belum memperlihatkan kinerja yang baik, dimana 

produktivitas beberapa komoditi seperti kopi, kelapa dalam, dan pinang yang 

menurun. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga 

produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-

komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi ketiga 

komoditi ini kembali membaik. 

 
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2018 

Gambar 2-65 Perkembangan produktivitas komoditi perkebunan Provinsi 
Jambi (kg/ha/tahun)  
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Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2018 

Gambar 2-66 Perkembangan luas komoditi perkebunan Provinsi Jambi 
(Ha)  

 
Komoditi perkebunan yang memperlihatkan peningkatan produktivitas 

adalah karet dan kelapa sawit, seiring dengan program replanting karet dan 

perluasan lahan komoditi tersebut. Namun untuk komoditi kelapa dalam, perlu 

didorong upaya perluasan lahannya karena telah terjadi pengurangan luas lahan 

akibat alih fungsi lahan ke komoditas lainnya. Untuk komoditi pinang, meskipun 

terjadi perluasan lahan, namun produktivitas justru menurun, hal tersebut bisa 

jadi disebabkan karena faktor cuaca dan tingkat kesuburan tanah yang terus 

menurun. 

 

 
Sumber: Jambi dalam Angka, 2018 

Gambar 2-67 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 
terhadap PDRB Provinsi Jambi 

 
Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan terus menjadi sektor yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini juga 
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mengindikasikan bahwa Provinsi Jambi masih bergerak pada sektor primer dan 

sektor – sektor sekunder serta tersier belum berkembang sesuai harapan. 

 Kehutanan 

Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Jambi yang dikelola dari tahun 

2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 

2013 luas kawasan hutan di Provinsi Jambi adalah sebesar 2.179.440 Ha, 

sedangkan angka sementara di tahun 2017 menunjukkan bahwa luas kawasan 

hutan Provinsi Jambi adalah 1.167.638 Ha. Penurunan yang terjadi tersebut 

terjadi karena konversi lahan dari kawasan hutan menjadi areal pengunaan lain.  

 

Sumber : Jambi dalam Angka, 2018 

Gambar 2-68  Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
  

 Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan 

sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di 

Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin 

Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pengusahaan pertambangan yang 

ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan 

bijih besi, emas dan kuarsa. 

Produksi Pertambangan di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2017 

menunjukkan kecenderungan menurun, terutama pada komponen gas bumi dan 
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biji besi, demikian juga minyak bumi. Sementara untuk batubara meskipun 

berfluktuasi namun produksi cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat 

pada Gambar 2-.... di bawah ini. 

 

 
Sumber: Jambi dalam Angka, 2018 

Gambar 2-69 Produksi Pertambangan Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 
 

Kondisi bulan Desember Tahun 2017 Kegiatan Usaha Pertambangan 

Komoditi Logam dan Batuan di Provinsi Jambi sebanyak 159 IUP, 29 dalam tahap 

Ekplorasi dan 130 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B), yaitu PT. Karya Bumi Baratama di Sarolangun, 

serta PT. Sarwa Sembada Karya Bumi, dan PT. Intirta Prima Sakti. Di Sarolangun 

dan Batanghari Produksi Batubara di Provinsi Jambi dihasilkan oleh Kabupaten 

Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi. 

Sedangkan untuk Bijih Besi di Provinsi Jambi di Produksi oleh PT. Sitasa Energi 

dan PT. Putra Sarko Mining yang terletak di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo 

Tantan Kabupaten Merangin. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap IUP dapat meningkatkan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertambangan. Ketentuan 

mengenai pembayaran landrent dan royalti diatur di dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara 
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Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral. Landrent dan royalti dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam 

bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke 

daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana 

perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan PNBP 

Bidang pertambangan di provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018 

Gambar 2-70 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang 
Pertambangan Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 

 
Bila dilihat dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap 

PDRB Provinsi Jambi, maka terlihat tren menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab 

itu Provinsi Jambi sebaiknya tidak terlalu mengandalkan sektor ini, karena tidak 

berkelanjutan serta merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 
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Sumber: BPS, 2018 

Gambar 2-71 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap 
PDRB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (%) 

 
Sedangkan kondisi kelistrikan terutama di desa-desa di provinsi Jambi 

pada tahun 2017 yaitu sebesar 91,88 persen, baik desa berlistrik bersumber dari 

PLN maupun Non PLN dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 2-53  

Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Jambi Tahun 2017 

No Kabupaten/Kota Rasio Desa Berlistrik (%) 

1 Kota Jambi 100 

2 Muaro Jambi 99,35 

3 Batang Hari 99,19 

4 Tanjung Jabung Timur 86,02 

5 Tanjung Jabung Barat 74,63 

6 Sarolangun 85,44 

7 Bungo 97,39 

8 Merangin 82,33 

9 Tebo 90,43 

10 Kerinci 99,30 

11 Kota Sungai Penuh 100 

 Provinsi Jambi 91,88 

Sumber : Dinas ESDM, 2018 

 

 Perdagangan 

Perkembangan nilai ekspor asal Provinsi Jambi mengalami penurunan 

selama tahun 2014-2016 namun kembali meningkat pada tahun 2017 hingga 

tahun 2018. Pada tahun 2018 nilai ekspor Provinsi Jambi sebesar US$3.064,27 
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juta, atau naik sebesar 20,04 persen dibanding tahun 2017 yang nilainya 

mencapai US$2.553,48 juta.  

 

 

Sumber: BPS, 2019 
Gambar 2-72 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2014-

2018  
 

Ekspor asal Provinsi Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. 

Pada 2014-2015 ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi 

migas. Pada tahun 2016-2017 nilai ekspor komoditi non migas mulai mengalami 

peningkatan dan mendominasi ekspor Provinsi Jambi, namun kembali mengalami 

penuunan pada tahun 2018 seiring dengan perbaikan harga komoditas migas dan 

penurunan harga komoditas pertanian.  
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